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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Alloh swt yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan kemampuan kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan buku yang berjudul Pancasila.

Buku ini disusun sebagai acuan bagi Mahasiswa sebagai mata kuliah dasar umum yang wajib bagi mahasiswa program sarjana di berbagai perguruan tinggi, tempat Penulis mengajar mata kuliah Pancasila.

Dalam buku ini akan diketengahkan mengenai sejarah lahirnya Pancasila, Pancasila dan UUD 1945, Pancasila sebagai sistem etika, fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, Pancasila sebagai filsafat bangsa, Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental, Pancasila dan GBHN, Makna nilai-nilai setiap sila dari Pancasila, Demokrasi Pancasila dan konsep kekuasaan.

Akhir kata, tiada gading yang tidak retak. Kami mohon kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk mendorong tercapainya makna demokrasi Pancasila yang sebenarnya bagi bangsa kita sehingga bisa mewujudkan tujuan negara masyarakat adil dan makmur.
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P ENDAHULUAN

A. Sejarah Pancasila 

Hari Lahir Pancasila
Sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Lalu, pemerintah Jepang membentuk BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 29 April 1945 (2605, tahun Showa 20) yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka.

BPUPK semula beranggotakan 70 orang (62 orang Indonesia, 8 orang anggota istimewa bangsa Jepang), kemudian ditambah dengan 8 orng Indonesia pada sidang kedua. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Selama empat hari bersidang ada tiga puluh tiga pembicara. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa Soekarno adalah "Penggali/Perumus Pancasila". Tokoh lain yang yang menyumbangkan pikirannya tentang Dasar Negara antara lain adalah Mohamad Hatta, Muhammad Yamin dan Soepomo.

"Klaim" Muhammad Yamin bahwa pada tanggal 29 Mei 1945 dia mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia Merdeka, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. oleh "Panitia Lima" (Bung Hatta cs)diragukan kebenarannya. Arsip A.G Pringgodigdo dan Arsip A.K.Pringgodigdo yang telah ditemukan kembali menunjukkan bahwa Klaim Yamin tidak dapat diterima. Pada hari keempat, Soekarno mengusulkan 5 asas yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri-kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa, yang oleh Soekarno dinamakan Pancasila, Pidato Soekarno diterima dengan gegap gempita oleh peserta sidang. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya pancasila.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang berberapa utusan dari wilayah Indonesia Bagian Timur. Berberapa utusan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi 

2. Hamidhan, wakil dari Kalimantan 

3. I Ketut Pudja, wakil dari Nusa Tenggara 

4. Latuharhary, wakil dari Maluku. 

Mereka semua berkeberatan dan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD yang juga merupakan sila pertama Pancasila sebelumnya, yang berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Pada Sidang PPKI I, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta lalu mengusulkan mengubah tujuh kata tersebut menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh Hatta dengan 4 orang tokoh Islam, yaitu Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan akhirnya bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.

Garuda Pancasila. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Sedangkan Pancasila itu sendiri merupakan dasar filosofi negara Indonesia. Kata Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sansekerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas.
Hari Kesaktian Pancasila
Pada tanggal 30 September 1965, adalah awal dari Gerakan 30 September (G30SPKI). Pemberontakan ini merupakan wujud usaha mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Hari itu, enam Jendral dan berberapa orang lainnya dibunuh sebagai upaya kudeta. Namun berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka upaya tersebut mengalami kegagalan. Maka 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, memperingati bahwa dasar Indonesia, Pancasila, adalah sakti, tak tergantikan.

Lima Sila dari Pancasila
1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 
    Permusyawaratan/Perwakilan 

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

B. Makna Lambang Garuda Pancasila
· Burung Garuda melambangkan kekuatan 

· Warna emas pada burung Garuda melambangkan kejayaan 

· Perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia 

· Simbol-simbol di dalam perisai masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu: 

· Bintang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

· Rantai melambangkan sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab 

· Pohon beringin melambangkan sila Persatuan Indonesia 

· Kepala banteng melambangkan sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan 

· Padi dan Kapas melambangkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

· Warna merah-putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan putih berarti suci 

· Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi Garis Khatulistiwa 

· Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain: 

· Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17 

· Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8 

· Jumlah bulu di bawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19 

· Jumlah bulu di leher berjumlah 45 

· Pita yg dicengkeram oleh burung garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "berbeda beda, tetapi tetap satu jua". 

Asal Istilah Pancasila dan Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika"
Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang ada pada pita yang dicengkram oleh burung garuda, berasal dari Kitab Negarakertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca pada zaman kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada satu kalimat yang termuat mengandung istilah "Bhinneka Tunggal Ika", yang kalimatnya seperti begini: "Bhinneka tunggal Ika, tanhana dharma mangrwa. " 

Peraturan Tentang Lambang Negara
Lambang negara Garuda diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 43/1958

Lagu: Garuda Pancasila
Garuda pancasila
Akulah pendukungmu
Patriot proklamasi
Sedia berkorban untukmu
Pancasila dasar negara
Rakyat adil makmur sentosa
Pribadi bangsaku
Ayo maju maju
Ayo maju maju
Ayo maju maju

Burung Garuda
Burung Garuda merupakan binatang mitos dalam mitologi Hindu dan Buddha. Garuda dalam mitos digambarkan sebagai makhluk jejadian separo burung (sayap, paruh, cakar) dan separo manusia (tangan dan kaki). Garuda sebagai lambang negara menggambarkan kekuatan dan kekuasaan dan warna emas melambangkan kejayaan, karena peran burung garuda dalam cerita pewayangan Mahabharata dan Ramayana.

Jumlah bulu burung garuda ini dibuat sedemikian rupa sehingga mengingatkan akan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pada sayapnya terdapat 17 bulu, 8 bulu ekor, 19 bulu di bawah perisai, dan 45 bulu leher.

Perisai
Perisai merupakan lambang pertahanan negara Indonesia. Gambar perisai tersebut dibagi menjadi lima bagian: bagian latar belakang dibagi menjadi empat dengan warna merah putih berselang seling (lambang bendera Indonesia) seperti papan othello, dan sebuah perisai kecil miniatur dari perisai yang besar bewarna hitam berada tepat di tengah-tengah. Garis lurus horisontal yang membagi perisai tersebut menggambarkan garis ekuator yang tepat melintasi Indonesia di tengah-tengah.

Emblem
Setiap gambar emblem yang terdapat pada perisai berhubungan dengan simbol dari sila Pancasila yang diprakarsai oleh Presiden Sukarno.

Bintang Tunggal
Ketuhanan Yang Maha Esa. Perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala lima menggambarkan agama-agama besar di Indonesia, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga ideologi sekuler sosialisme.

Pada masa orde baru, lambang ini juga digunakan oleh salah satu dari tiga partai pemerintah, yaitu Partai Persatuan Pembangunan / PPP.

Rantai Emas
Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang saling membantu. Gelang yang lingkaran menggambarkan wanita, gelang yang persegi menggambarkan pria.

Pohon Beringin
Persatuan Indonesia. Pohon beringin (Latin: Ficus benjamina) adalah sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang - sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar tersebut dengan bertumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Ini menggambarkan kesatuan Indonesia. Pohon ini juga memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Hal ini menggambarkan Indonesia sebagai negara kesatuan namun memiliki berbagai akar budaya yang berbeda-beda.

Pada masa orde baru, lambang ini juga digunakan oleh salah satu dari tiga partai pemerintah, yaitu Partai Golongan Karya / Golkar.

Kepala Banteng
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwa-kilan. Binatang banteng (Latin: Bos javanicus) atau lembu liar adalah binatang sosial, sama halnya dengan manusia cetusan Presiden Soekarno dimana pengambilan keputusan yang dilakukan bersama (musyawarah), gotong royong, dan kekeluargaan merupakan nilai-nilai khas bangsa Indonesia.

Pada masa orde baru, lambang ini juga digunakan oleh salah satu dari tiga partai pemerintah, yaitu Partai Demokrasi Indonesia / PDI.

Padi Kapas
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Padi dan kapas (yang menggambarkan sandang dan pangan) merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Hal ini menggambarkan persamaan sosial dimana tidak adanya kesenjangan sosial satu dengan yang lainnya, namun hal ini bukan berarti bahwa negara Indonesia memakai ideologi komunisme.

Motto
Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan nasional Indonesia yang berasal dari istilah Sanskerta karangan Mpu Tantular yang berarti "Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu" yang menggambarkan keadaan bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam suku, budaya, adat-istiadat, kepercayaan, namun tetap adalah satu bangsa, bahasa, dan tanah air.

C. Asal Mula Terjadinya Pancasila

Apabila teori kausalitas (sebab akibat) dari Aristoteles yang mengatakan “ segala sesuatu yang ada di dunia ini, diadakan oleh yang lain”, digunakan untuk menganalisis terjadinya Pancasila, maka ada 4 sebab yang mengakibatkan adanya Pancasila yaitu: 

(1). Kausamaterialis (sebab bahan). Bahan baku Pancasila meliputi adat istadat, kebudayaan dan religi. 

(2). Kausa formalis (sebab bentuk), menunjuk pada upaya BPUPKI dalam membahas Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara. 

(3). Kausa efisien (sebab kerja), menunjuk pada upaya BPUPKI dan PPKI dalam merumuskan Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara.

(4). Kausa finalis (sebab tujuan), menunjuk pada upaya PPKI dalam mensahkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. 
BAB I

PANCASILA DAN UUD 1945

A. Pengertian Pancasila dan UUD 1945

Pancasila yaitu lima dasar atau lima asas dalam buku “Sutasoma”  Pancasila mempunyai arti “berbatu segi lima” dalam bahasa sansekerta yang mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Karma) yang berarti :

· Tidak boleh melakukan kekerasan

· Tidak boleh mencuri

· Tidak boleh berjiwa dengki

· Tidak boleh berbohong

· Tidak boleh mabuk dan meminum minuman keras

Undang - Undang Dasar 1945 yaitu terdiri dari :

1) Pembukaan

a. Dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 terdapat sila-sila dari Pancasila.

b. Tata urutan dan rumusan Pancasila ditetapkan dalam Inpres No. 12/1968 (juga Tap XX/MPRS/1966 dan Tap II/MPR/1978).

2) Batang tubuh

a. Terdiri dari 16 Bab, 37 pasal Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan.

b. Berisi 2 bagian pokok :

· Sistem Pemerintahan negara yang terbagi menjadi 7 kunci pokok Sistem Pemerintahan Negara dan Kelembagaan Negara.

· Hubungan negara dengan warga negara dan penduduk RI memuat konsepsi negara di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
3) Penjelasan

a. Penjelasan umum :

· UUD sebagian dari hukum dasar.

· Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan.

· UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan (ke) dalam pasal-pasalnya.

· UUD bersifat singkat dan simpel.

· Sistem pemerintahan negara.

b. Penjelasan pasal demi pasal

B. Sub Pokok

1) Kedudukan dan sifat UUD 1945.

a. kedudukan UUD 1945.

· UUD 1945 adalah : hukum dasar yang tertulis (di samping itu masih ada hukum dasar yang tidak tertulis : Konvensi).

· Sebagai (norma) hukum.

· UUD 1945 bersifat mengikat terhadap : pemerintah, setiap lembaga negara atau masyarakat, setiap WNRI dan penduduk di RI.

· Berisi norma-norma : aturan atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati.

· Sebagai hukum dasar.

· UUD 1945 merupakan sumber hukum (tertinggi) : setiap produk hukum (seperti UU, PP, Keppres, Kep. Menteri) dan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan UUD 1945.

· Sebagai alat kontrol : yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.
b. Sifat UUD 1945.

· Singkat 

UUD 1945 hanya memuat sebanyak 37 Pasal (Konstitusi) RIS terdiri dari 197 pasal, UUD Sementara 1950 terdiri 146 pasal, sedangkan UUD India terdiri 39 pasal.

· Supel (elastis)

· UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok : memuat garis besar sebagai intruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial.

· Aturan (lengkap) yang menyelenggarakan aturan pokok : diserahkan kepada UU yang lebih mudah cara membuat, merubah dan mencabutnya.

· Dinamika kehidupan masyarakat dan negara : masyarakat dan negara Indonesia, masih tumbuh, jaman berubah, hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara, maka jangan tergesa-gesa memberi kristalisasi atau bentuk kepada pikiran yang masih mudah berubah.

· Sistem UUD jangan sampai ketinggalan atau lekas usang (verouded ).

2) Pokok pikiran UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh UUD 1945 dengan menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 itu mengndung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dan dijelmakan dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945.

Ada 4 pokok pikiran yang memiliki sangat dalam yaitu sebagai berikut :

a. Pokok pikiran utama : “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

b. Pokok pikiran kedua : “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”.

c. Pokok pikiran ketiga : “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan / perwakilan oleh karena itu, sistem yang terbentuk dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan / perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia”.

d. Pokok pikiran keempat : “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Keempat pokok pikiran di atas terdiri dari empat alinea mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah sila-sila pancasila itu sendiri.

3) Prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945.

Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari sifat-sifat UUD 1945, di samping mengandung semangat merupakan perwuudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 juga merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Pada umunya, batang tubuh UUD memuat pasal-pasal tentang :

a. Pengaturan pemerintahan yang di dalamnya termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang dan tata hubungan dari lembaga-lembaga negara dan pemerintah.

b. Pasal-pasal yang berisi metri tentang tat hubungan antara negara dan warga negara dan penduduknya secara timbal balik serta dipertegas oleh Pembukaan UUD 1945 yang berisi konsepsi negara dalam berbagai aspek kehidupan POLEKSOSBUDHANKAM, ke arah mana negara, bangsa, dan rakyat Indonesia akan bergerak mencapai cita-cita nasionalnya.

Batang tubuh UUD 1945 memuat pula hal-hal lain seperti bendera, bahasa dan perubahan UUD. Di dalam penjelasan itu tercantum 7 butir kunci pokok yang merupakan sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 yaitu : 

· Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum.

· Sistem pemerintahan dalam bentuk konstitusional.

· Kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan MPR.

· Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis.

· Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

· Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada anggota DPR.

· Kekuasaan kepala negara “tidak tak terbatas”.

4) Hubungan pancasila dengan UUD 1945.

Di dalam perumusan UUD dilihat dari sejarah dan perjuangan bangsa bahwa bangsa Indonesia terdiri dari negara kepulauan yang dilihat dari Geopolitik dan Geostrategi dan UUD 1945 disusun berdasarkan aspirasi bangsa yang mengacu pada Pancasila.

5) Pandangan sistem ketatanegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ketatanegaraan Pemerintahan RI secara Yuridis berpangkal pada UUD 1945, sebagai sumber utama kekuasaan wewenang di negara ini.

Orientasi mengenai segi-segi ketatalaksanaan ini dapat dilakukan melalui pendekatan melalui faktor-faktor tertentu yang mengurusi ketatalaksanaan itu antara lain :

a. Faktor Azas

b. Faktor Yuridis

c. Faktor Politis

d. Faktor Pelaksana

e. Faktor Tanggung Jawab

Kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan atau lembaga tinggi negara, yaitu :

a. Lembaga tertinggi/tinggi negara

· Lembaga tertinggi negara ialah MPR.

· Lembaga-lembaga tinggi negara : Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA.
b. Pemberhentian presiden

MPR dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya karena :

· Atas perintah sendiri

· Berhalangan tetap

· Sungguh-sungguh melanggar haluan negara

c. Pertanggungjawaban presiden

· Presiden ditunjuk dan bertanggung jawab kepada MPR dan pada masa akhir jabatannya memberikan pertanggungjawabannya atas pelaksanaan haluan.

· Presiden wajib memberikan pertanggungjawaban di hadapan siding Istimewa MPR yang khusu diadakan untuk meminta pertanggungjawaban presiden.

d. Dalam hal mewakili presiden berhalangan tetap

Apabila Wakil presiden berhalangan tetap, presiden dan/atau DPR dapat meminta MPR mengadakan SI – MPR untuk memilih Wakil presiden.

e. Pengawasan DPR terhadap presiden

· DPR yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara.

· Apabila DPR menganggap presiden sungguh melanggar haluan negara, DPR menyampaikan Momerandum untuk mengingatkan presiden.

· Apabila dalam waktu 3 bulan presiden tidak memperhatikan Momerandum tersebut, maka DPR menyampaikan Momerandum yang kedua.

· Apabila dalam 1 bulan Momerandum kedua tersebut tidak diindahkan presiden, maka DPR dapat meminta MPR mengadakan SI – MPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden.

f. Mahkamah Agung (MA)

· MA adalah Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya.

· MA dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta atau tidak kepada lembaga-lembaga tinggi negara.

· MA memberikan nasehat hukum kepada presiden/kepala negara untuk pemberian/ penolakan Grasi.

· MA mempunyai wewenang menguji secara material hanya terhadap peraturan di bawah UU.

C. Pancasila di Era Orde Lama, Orde Baru dan Orde 
    Reformasi 

Setiap tanggal 1 Oktober  kita memperingati hari Kesaktian Pancasila. Di Lubang Buaya, di kantor-kantor pemerintah di pusat maupun di daerah berbagai upacara diselenggarakan. Kepala Negara, petinggi negeri, keluarga pahlawan revolusi, aparat, dan murid-murid sekolah mengikuti upacara itu dengan khidmat. Sekalipun tanpa pidato, tetapi teks dan ikrar Pacasila dibacakan. Harapannya adalah agar Pancasila terus bergema, jangan sampai dirongrong, diselewengkan, dan diabaikan, tetapi diaktualisasikan dalam kehidupan nyata rakyat negeri. Pancasila adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Pancasila merupakan rangkuman dari  nilai-nilai luhur yang digali Bung Karno dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal, sehingga dapat djadikan landasan dan fasafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk baik dari segi agama, etnis, ras, bahasa, golongan dan kepentingan. Karena itu, bangsa Indonesia sudah seharusnya mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai tersebut sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita bangsa.  Namun sayangnya dalam sejarah perjalanan bangsa, sejak kemerdekaan hingga kini, pelaksanaan Pancasila selalu mengalami berbagai macam hambatan, khususnya karena adanya proses dan dinamika politik yang memanipulasi Pancasila demi kekuasaan dengan mengingkari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. 

Pancasila Masa Orde Lama. 
Pamor Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan azimat revolusi bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir dua dasa warsa setelah proklamasi kemerdekaan. Meredupnya sinar api Pancasila sebagai tuntunan hidup berbangsa dan bernegara bagi jutaan orang,  diawali oleh kehendak seorang kepala pemerintahan yang terlalu gandrung kepada  persatuan dan kesatuan.  Kegandrungan tersebut diwujudkan dalam bentuk  membangun kekuasaan yang terpusat, agar dapat menjadi pemimpin bangsa yang dapat menyelesaikan sebuah revolusi perjuangan melawan penjajah (nekolim, neo-kolonialisme) serta ikut menata dunia agar bebas dari penghisapan bangsa atas bangsa dan penghisapan manusia atas manusia (exploitation de nation par nation, exploitation de l’homme par l’homme). Namun sayangnya kehendak luhur tersebut dilakukan dengan menabrak dan mengingkari seluruh nilai-nilai dasar Pancasila. Selama kurun waktu berkuasanya pemerintahan orde lama, secara perlahan tetapi pasti virtue (keutamaan) nilai-nilai luhur Pancasila seakan–akan lumat oleh sebuah proses akumulasi kekuasaan yang sangat agresif tanpa mengindahkan cita-cita luhur yang dijadikan alasan untuk membangun kekuasaan itu sendiri. Retorika dan jargon politik yang bersumber dari gagasan bahwa revolusi belum selesai, termasuk cara–cara revolusioner untuk membangun tatanan dunia baru, dijadikan legitimasi politik untuk membenarkan perlunya seorang pemimpin revolusi yang ditaati oleh seluruh rakyatnya. Dengan semangat dan alasan melaksanakan amanat revolusi 1945 itu pulalah nilai-nilai luhur, konstitusi, norma dan aturan dapat ditabrak kalau tidak sesuai dengan jalannya revolusi. Sedemikian membaranya semangat berevolusi waktu itu, sehingga andai kata revolusi memerlukan korban, apapun harus diberikan. Hal itu sesuai dengan ungkapan yang seringkali diucapkan oleh Pemimpin Besar Revolusi bahwa pengorbanan adalah sesuatu yang dianggap sebagai konsekwensi logis dari hakekat revolusi, karena demi sebuah perjuangan yang revolusioner kadang-kadang revolusi bahkan harus tega memakan anaknya sendiri.  Dalam gegap gempitanya atmosfir revolusioner, Pancasila sebagai falsafah bangsa serta UUD’45 sebagai konstitusi negara, akhirnya tidak berdaya dan harus tunduk kepada hukum revolusi. Konsekwensinya, mereka hanya dijadikan sekedar sebuah alat revolusi. Retorika yang selalu dikumandangkan bahwa revolusi adalah menjebol dan membangun, dilakukan secara pincang. Pada kenyataannya selama kurun waktu itu, kekuasaan yang sentralistik lebih banyak menjebolnya dari pada melaksanakan pembangunan.  Akibatnya, nilai-nilai luhur dalam Pancasila tinggal menjadi kata-kata bagus yang secara retorik digunakan oleh penguasa untuk membuai dan meninabobokan rakyat supaya lupa penderitaan baik karena dilanda kelaparan maupun kemiskinan. Agar revolusi berhasil mencapai tujuannya, maka seluruh kekuatan harus dipersatukan, sehingga presiden mempunyai kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan apa yang disebut sebagai “musuh-musuh revolusi”. Demi sebuah kekuasaan yang dahsyat pulalah, maka semua cabang kekuasaan, baik  legislatif, yudikatif dan kekuatan masyarakat harus dihimpun dalam satu tangan. Rakyat harus berada di belakang pemimpin tanpa reserve untuk menunggu komando yang  diberikan kepadanya. Manifestasi kegandrungan mempersatukan kekuatan dan mengakumulasikan kekuasaan diwujudkan pula dalam tataran ideologis dengan memeras Pancasila menjadi Trisila yang unsur-unsurnya adalah kekuatan golongan nasionalis, komunis serta agama yang pada tahap berikutnya ketiga sila itupun kemudian disimplifikasikan menjadi satu sila yang disebut Gotong Royong.  Hiruk pikuk revolusi akhirnya usai, karena ternyata kepemimpinan revolusioner  telah mengakibatkan kejatuhan pemimpin itu sendiri melalui tragedi yang dikenal dengan nama G 30 S/PKI. Kekuasaan yang hakekatnya cenderung korup, telah menyelewengkan nilai-nilai luhur Pancasila. Akibatnya, tragedi politik tahun 1965 yang pada dasarnya adalah perang saudara yang disebabkan oleh konflik ideologi telah  menelan korban ratusan ribu jiwa, serta trauma dan stigma politik terhadap jutaan rakyat yang tidak tahu menahu mengenai apa yang disebut dengan memperjuangkan sebuah revolusi.   Catatan singkat di atas adalah fakta sejarah yang mudah-mudahan dapat menyegarkan ingatan kita semua, bahwa kesaktian serta kekeramatan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa sangat rentan terhadap penyelewengan oleh aktor politik pemegang kekuasaan negara. Runtuhnya sistem kekuasaan  pemerintahan Orde Lama adalah akibat dari perilaku para pemimpin politik yang  menjungkir-balikkan nilai-nilai Pancasila demi ambisi politik yang mengatas namakan Pancasila.  


Pancasila Masa Orde Baru. 

Babak baru dalam sejarah perjuangan bangsa muncul sejalan dengan berakhirnya pemerintahan Orde Lama. Sebuah kekuatan baru muncul dengan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD ‘45 secara murni dan konsekwen. Semangat tersebut muncul berdasarkan pengalaman sejarah dari pemerintahan sebelumnya yang telah menyelewengkan Pancasila serta menyalahgunakan UUD’45 untuk kepentingan kekuasaan. Dari embrio inilah dibangun suatu tatanan Pemerintahan yang disebut Ode Baru. Nama itu dipilih untuk menunjukan bahwa orde ini merupakan tatanan hidup berbangsa dan bernegara yang bertujuan mengoreksi  pemerintahan masa lalu dengan janji melaksanakan Pancasila dan UUD’45 secara murni dan konsekwen. 
Salah satu agenda besar adalah menghilangkan kotak-kotak ideologi politik dalam masyarakat yang menjadi warisan masa lalu dan membangun sistem kekuasaan yang berorientasi kepada kekaryaan. ’Ideologi’ kekaryaan ini dikumandangkan untuk membedakan secara lebih jelas dengan pemerintahan sebelumnya yang hanya dianggap bermain pada tataran ideologis, tanpa sesuatu karya yang nyata bagi rakyat banyak.  Untuk itu diperlukan stablitas politik sebagai cara melaksanakan karya-karya yang dianggap secara kongkrit dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya dalam tataran politik misalnya adalah menciptakan sistem politik yang menegarakan semua organisasi sosial dan politik dengan tujuan agar tercapai stabilitas politik. Politik yang stabil dibutuhkan untuk membangun perekonomian yang kacau akibat ketidakstabilan politik masa lalu. Upaya tersebut diawali oleh pemerintah Orde Baru dengan menata struktur politik berdasarkan UUD’45 dan mencoba membuat garis pemisah yang jelas antara apa yang disebut supra-struktur politik (kehidupan politik pada tataran negara) dan infra-struktur politik (kehidupan politik pada tataran masyarakat). Dalam dimensi supra-struktur politik, lembaga-lembaga negara secara formal-struktural ditata sehingga hubungan dan kewenangan menjadi lebih jelas dibanding dengan struktur kelembagaan kekuasaan pada masa Orde Lama. 
Sementara itu, dalam perspektif politik kemasyarakatan pemerintah Orde Baru melakukan restrukturisasi kehidupan kepartaian, dengan terlebih dahulu mendirikan  organisasi kekaryaan dengan nama Golongan Karya (Golkar) yang merupakan gabungan dari berbagai macam organisasi masyarakat. Organisasi kekaryaan tersebut ikut pemilihan umum dan memperoleh kemenangan lebih dari 60% dari popular vote. Kemenangan tersebut di samping karena Golkar dijagokan oleh pemerintah, masyarakatpun sudah jenuh  dengan permainan politik para elit yang dirasakan tidak pernah mengerti  kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pada tahun-tahun berikutnya, pemilu lebih merupakan seremoni dan pesta politik elit dari pada kompetisi politik. Pemilu yang berlangsung  secara rutin dan diatur serta diselenggarakan oleh negara memihak kepentingan penguasa, sehingga sebagaimana diketahui partai yang berkuasa selalu memperoleh kemenangan sekitar 60 persen dari jumlah pemilih dalam setiap pemilihan umum.   Sejalan dengan semakin dominannya kekuatan negara, nasib Pancasila dan UUD’45  tidak banyak berbeda bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Kedua pemerintahan selalu menempatkan Pancasila dan UUD ‘45 sebagai benda keramat dan azimat yang sakti serta tidak boleh diganggu gugat. Penafsiran dan  implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka, serta UUD’ 45 sebagai landasan konstitusi berada di tangan negara. Penafsiran yang berbeda terhadap kedua hal tersebut selalu diredam secara represif, kalau perlu dengan mempergunakan kekerasan. Dengan demikian,  jelaslah bahwa Orde Baru tidak hanya memonopoli kekuasaan, tetapi juga memonopoli kebenaran. Sikap politik  masyarakat yang kritis dan berbeda pendapat dengan negara dalam prakteknya diperlakukan sebagai pelaku tindak kriminal atau subversif.  Dalam pada itu, penanaman nilai-nilai Pancasila dilakukan secara indoktrinatif dan birokratis. Akibatnya, bukan nilai-nilai Pancasila yang meresap ke dalam kehidupan masyakat, tetapi kemunafikan yang tumbuh subur dalam masyarakat. Sebab setiap ungkapan para pemimpin mengenai nilai-nilai  kehidupan tidak disertai dengan keteladanan serta tindakan yang nyata sehingga Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur bangsa dan merupakan landasan filosofi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, bagi rakyat hanyalah omong kosong yang tidak mempunyai makna apapun. Lebih-lebih pendidikan Pancasila dan UUD ‘45 yang dilakukan melalui metode indoktrinasi dan unilateral, yang tidak memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat, semakin mempertumpul pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila.  Cara melakukan pendidikan semacam itu, terutama bagi generasi muda, berakibat fatal. Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur, setelah dikemas dalam pendidikan yang disebut penataran P4 atau  PMP ( Pendidikan Moral Pancasila), atau nama sejenisnya, ternyata justru mematikan hati nurani  generasi muda terhadap makna dari nilai luhur Pancasila tersebut. Hal itu terutama disebabkan oleh karena pendidikan yang doktriner tidak disertai dengan keteladanan yang  benar. Mereka yang setiap hari berpidato dengan selalu mengucapkan kata-kata keramat: Pancasila dan UUD’45, tetapi dalam kenyataannya masyarakat tahu bahwa kelakuan mereka jauh dari apa yang mereka katakan. Perilaku itu justru semakin membuat persepsi yang buruk bagi para pemimpin serta meredupnya Pancasila sebagai landasan hidup bernegara, karena masyarakat menilai bahwa aturan dan norma hanya untuk orang lain (rakyat) tetapi bukan atau tidak berlaku bagi para pemimpin.
Retorika persatuan kesatuan menyebabkan bangsa Indonesia yang sangat plural diseragamkan. Uniformitas menjadi hasil konkrit dari kebijakan politik pembangunan yang unilateral. Seluruh tatanan diatur oleh negara, sementara itu  rakyat tinggal menerima apa adanya. Gagasan mengenai pluralisme tidak mendapatkan tempat untuk didiskusikan secara intensif. Pelajaran yang dapat dipetik adalah, bahwa persatuan dan kesatuan bangsa yang dibentuk secara unilateral tidak akan bertahan lama. Pendidikan ideologi yang hanya dilakukan secara sepihak dan doktriner serta tanpa keteladanan selain tidak akan memperkuat bangsa bahkan dapat merusak hati nurani dan moral generasi muda. Sebab, pendidikan semacam itu hanya menyuburkan kemunafikan.   Pengalaman pahit yang pernah dilakukan pada masa Orde Lama dalam memanfaatkan Pancasila yang hanya retorika politik dan sebagai instrumen menggalang kekuasaan ternyata diteruskan pada masa Orde Baru. Hanya bedanya,  pada masa Orde Lama Pancasila dimanipulasi menjadi kekuatan politik dalam bentuk bersatunya tiga kekuatan yang bersumber dari tiga aliran yaitu nasionalisme, komunisme dan agama; sedangkan pada masa Orde Baru Pancasila disalahgunakan sebagai ‘ideologi’ penguasa untuk memasung pluralisme dan mengekang kebebasan berpendapat masyarakat dengan dalih menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pada masa Orde Lama ancaman bangsa dan negara adalah neo-kolonialisme, pada zaman Orde Baru ancaman terhadap bangsa dan negara adalah komunisme. Namun pada dasarnya, dalam pespektif politik keduanya sama dan sebangun yaitu bagaimana menjadikan ideologi Pancasila hanya sebagai instrumen penguasa agar kekuasaan dapat dipusatkan pada seorang pemimpin. Hasilnya, pada masa Orde Lama kekuasaan memusat di tangan Pemimpin Besar Revolusi, pada zaman Orde Baru di tangan Bapak Pembangunan. Kekuasaan yang semakin akumulatif dan monopolistik di tangan seorang pemimpin menjadikan mereka juga berkuasa menentukan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Ukurannya hanya satu: sesuatu dianggap benar kalau hal itu sesuai dengan keinginan penguasa, sebaliknya sesuatu dianggap salah kalau bertentangan dengan kehendaknya. 

Pancasila Masa Reformasi .  

Karena Orde Baru tidak mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah pemerintahan sebelumnya, akhirnya kekuasaan  otoritarian Orde Baru pada akhir 1990-an runtuh oleh kekuatan masyarakat. Hal itu memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk membenahi dirinya, terutama bagaimana  belajar lagi dari sejarah agar Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara benar-benar diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.  Sementara itu UUD’45 sebagai penjabaran Pancasila dan sekaligus merupakan kontrak sosial di antara sesama warga negara untuk mengatur kehidupan bernegara mengalami perubahan agar sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman. Karena itu pula orde yang oleh sementara kalangan disebut sebagai Orde Reformasi melakukan aneka perubahan mendasar guna membangun tata pemerintahan baru.  Namun upaya untuk menyalakan pamor Pancasila -setelah ideologi tersebut di mata rakyat tidak lebih dari rangkaian kata-kata bagus tanpa makna karena implementasinya diselewengkan oleh pemimpin selama lebih kurang setengah abad- tidak mudah dilakukan. Bahkan, ada kesan bahwa sejalan dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang selalu gembar-gembor mengumandangkan Pancasila,  masyarakat terutama elit politiknya terkesan sungkan meskipun hanya sekedar menyebut Pancasila. Hal itu juga menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara tidak hanya pamornya telah meredup, melainkan sudah mengalami degradasi kredibilitas yang luar biasa sehingga bangsa Indonesia memasuki babak baru pasca jatuhnya pemerintahan otoritarian laiknya sebuah bangsa yang tanpa roh, cita-cita maupun orentasi ideologis yang dapat mengarahkan perubahan yang terjadi. Mungkin karena hidup bangsa yang kosong dari falsafah itulah yang menyebabkan berkembangnya ‘ideologi’ pragmatisme yang kering dengan empati, menipisnya rasa solidaritas terhadap sesama, elit politik yang mabuk kuasa, “aji mumpung”, dan lain-lain sikap yang manifestasinya adalah menghalalkan segala cara untuk mewujudkan kepentingan yang dianggap berguna untuk diri sendiri atau kelompoknya. 

Membangkitkan Pancasila 

Tiadanya ideologi yang dapat memberikan arah perubahan politik yang sangat besar dewasa ini dikuatirkan akan memunculkan kembali gerakan-gerakan radikal baik yang bersumber dari rasa frustasi masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian hidup maupun akibat dari manipulasi sentimen-sentimen primordial. Gerakan-gerakan radikal semacam ini tentu sangat berbahaya karena dapat memutar kembali arah reformasi politik kepada  situasi yang mendorong munculnya kembali kekuatan yang otoritarian maupun memicu anarki sosial yang tidak berkesudahan. Tidak mustahil kalau Pancasila tidak segera kembali menjadi roh bangsa Indonesia, dikhawatirkan akan muncul  ideologi alternatif yang akan djadikan landasan perjuangan dan pembenaran bagi gerakan-gerakan radikal. Karena itu, bagi bangsa Indonesia tidak ada pilihan lain selain  mengembangkan nilai-nilai Pancasila agar keragaman bangsa dapat dijabarkan sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.   Dalam hubungan itu, perlu pula dikemukakan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa bukan lagi uniformitas melainkan suatu bentuk dari suatu yang eka dalam kebhinekaan. Pluralitas juga harus dapat diwujudkan dalam suatu struktur kekuasaan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola kekuasaan agar dapat diperoleh elit politik yang lebih lejitimet, akuntabel serta peka terhadap aspirasi masyarakat. Sejarah telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa konsep persatuan dan kesatuan yang memusatkan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam implementasinya ternyata lebih merupakan upaya penyeragaman (uniformitas) dan membuahkan kesewenang-wenangan serta ketidakadilan.  Nasionalisme yang merupakan identitas nasional yang dilakukan oleh negara melalui indoktrinasi dan memanipulasi simbol-simbol dan seremoni yang mencerminkan supremasi negara tidak dapat dilakukan lagi. Negara bukan lagi sebagai satu-satunya aktor dalam menentukan identitas nasional. Hal ini juga seirama dengan semakin kompleksnya tantangan global, masyarakat merasa berhak menentukan bentuk dan isi gagasan apa yang disebut negara kesatuan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.  Sementara itu, perubahan paling mendasar terhadap UUD’45 adalah bagaimana prinsip kedaulatan rakyat yang pengaturannya sangat kompleks dalam sistem kehidupan demokrasi dapat dituangkan dalam suatu konstitusi. Hal itu harus dilakukan secara rinci dan disertai dengan rumusan yang jelas agar tidak terjadi multi interpretasi sebagaimana terjadi pada masa lalu. Upaya tersebut telah dilakukan dengan ‘mengamandemen’ UUD’45 antara lain yang berkenaan dengan pembatasan jabatan Presiden/Wakil Presiden sebanyak dua periode, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah secara langsung, pembentukan parlemen “dua kamar” (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah), pembentukan Mahkamah Konstitusi, pembentukan Komisi Yudisial,  mekanisme pemberhentian seorang Presiden dan/Wakil Presiden dan lain sebagainya. Namun sayangnya perubahan tersebut tidak dilakukan secara komprehensif dan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusionalisme sehingga meskipun telah dilakukan perubahan empat kali, ternyata UUD Tahun 1945 masih mengandung beberapa kekurangan.  Pengalaman selama lebih kurang setengah abad praktek-praktek kenegaraan yang menyeleweng dari Pancasila telah mengakibatkan berbagai tragedi bangsa harus dijadikan pelajaran yang sangat berharga agar tidak terulang kembali. Akibat lain adalah ketertinggalan bangsa dibandingkan dengan negara-negara lain karena bangsa Indonesia selalu disibukkan dengan masalah-masalah internal bangsa seperti kesewenangan-wenangan penguasa, pelanggaran HAM, disintegrasi bangsa serta hal-hal yang tidak produktif lainnya sehingga tidak heran jika bangsa Indonesia kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Untuk bangkit dari keterpurukan tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia, pertama-tama dan terutama harus kembali kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Caranya adalah para pemimpin bangsa dan negara tidak hanya mengucapkan Pancasila dan UUD 45 dalam pidato-pidato, tetapi mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam  kehidupan kenegaraan serta kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya diwujudkan dalam bentuk seremonial, melainkan benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. 

BAB II

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

A. Pengantar

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakekatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hokum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya.

Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan Universal bagi manusiabaik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun manakala nilai-nilai tersebut kemudian dijabarka dalam suatu norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman norma tersebut meliputi : norma moral dan norma hukum.

Nilai-nilai Pancasila sebenarnya berasal dari bangsa Indonesia sendiri atau dengan yang lain perkataan bangsa Indonesia sebagai asal mulanya materi (Kausa meterialis) nilai-nilai Pancasila.

B. Pengertian Etika

Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggungjawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.

Etika lebih baik bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia.

C. Pengertian nilai dan  norma 

1. Pengertian nilai

Nilai atau “Value” (Bahasa Inggris) termasuk dalam bidang kajian filsafat did ala Dictionary of sociologi and retaled sciences dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia.

2. Hierarkhi nilai

Max Sceeler mengemukakan bahwa nilai dapat dikelompokan dalam 4 tingkat yaitu :

· Nilai-nilai kenikmatan.

· Nilai kehidupan.

· Nilai kejiwaan

· Nilai kerohanian

Walter G. Everest menggolongkan nilai manusiawi ke dalam 8 kelompok yaitu :

a. Nilai-nilai Ekonomis.

b. Nilai-nilai Kejasmanian.

c. Nilai-nilai Hiburan.

d. Nilai-nilai Sosial.

e. Nilai-nilai Watak.

f. Nilai-nilai Estetis

g. Nilai-nilai Keagamaan

Notonegoro membagi nilai menjadi 3 yaitu :

a. Nilai material

b. Nilai vital.

c. Nilai kerohanian.

Nilai kerohanian dibagi 4 yaitu :

· Nilai kebenaran.

· Nilai keindahan.

· Nilai kebaikan

· Nilai religius

3. Pengertian nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis

1. Nilai dasar

Walaupun nilai memiliki sifat abstrak artinya tidak dapat diamati melaui indera menusia, namun relasinya nilai berkaitan dengan tingkah laku atau segala aspek kehidupan manusia yang bersifat nyata, namun demikian setiap nilai memiliki nilai dasar (dalam bahasa ilmiahnya”Dasar Onotologis”) yaitu,merupakan hakikat, esensi, intisari atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut.

Nilai dasar ini bersifat Universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu misalnya hakikat Tuhan, manusia atau segala sesuatu lainnya.

2. Nilai Instrumental

Untuk dapat direalisasikan dalam suatu kehidupan praktis maka nilai dasar tersebut di atas harus memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas. Nilai instrumental inilah yang merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. Bila mana nilai instrumental tersebut berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari maka hal itu merupakan suatu norma moral. Namun jikalau nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi ataupun negara maka nilai-nilai instrumental itu merupakan suatu arahan kebijaksanaan / strategi yang bersumber pada nilai dasar sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental itu merupakan suatu ekspilitasi dari nilai dasar.

3. Nilai Praktis

Nilai praktis pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata, sehingga nilai praktis ini merupakan perwujudan dari nilai instrumental itu. Dapat juga dimungkinkan berbeda-beda wujudnya. Namun demikian tidak bisa menyimpang atau bahkan tidak dapat bertentangan. Artinya oleh karena nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis itu merupakan suatu sistem perwujudan tidak boleh menyimpang dari sistem tersebut.

BAB III

FUNGSI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA INDONESIA

A. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

1) Pancasila dirumuskan dan diputuskan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang anggota-anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh pergerakan nasional yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.

2) Rumusan filosofis pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

3) Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah sila-sila pancasila itu sendiri.

4) UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dalam pasal-pasalnya.

5) Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dan dijabarkan dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasan UUD 1945, yang naskah resminya termuat dalam berita RI tahun 11 No. 7 tertanggal 15 – 2 – 46 yang berlaku kembali berdasarkan dekrit presiden 5 Juli 1959 (Lembaga negara No. 75 tahun 1959, Keputusan presiden RI No. 150 tahun1959, tertanggal 5 Juli 1959).

6) Dengan Tap MPR No. 11/MPR/1978, tertanggal 22 Maret 1978, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) merupakan pedoman pengamalan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

7) Dalam Tap MPR No. 11/MPR/1988 dan No. 11/MPR/1978 MPR menguasai presiden sebagai mandataris atau presiden bersama-sama dengan DPR mengusahakan agar P-4 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jadi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Adalah memandang persoalan selalu diselesaikan melalui musyawarah mufakat tanpa melakukan dengan kekerasan.

Bagan dibawah ini menjelaskan alur pikir, isi arti dan hakikat Pancasilan dalam mewujudkan pandangan hidup manusia, bangsa dan masyarakat. 
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B. Pancasila Sebagai Dasar dan Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (Philosofische Gronslag) dari negara, ideologi negara atau (Staatsidee). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan lain perkataan pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses Reformasi dalam segala bidang dewasa ini, dijabarkan dan diderifasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara RI beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah serta pemerintahan negara.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan satu azas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau UUD maupun yang tidak tertulis atau Konfensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, pancasila mempunyai kekuatan memikat secara hukum.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertingi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikonkritisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirinci sbb :

1) Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian pancasila merupakan azas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran.

2) Meliputi suasana kebatinan (Geistlicheintergrund) dari UUD 1945.

3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).

4) Mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah lain-lain penyelenggara negara (termasuk cara penyelenggara partai dan golongan fungsional) pemegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur hal ini sebagaimana tercantum dalam pokok pkiran keempat yang bunyinya sbb : “…Negara berdasarkan atas Ketuhanan YME, menurut dasar kemanusiaan yang dan beradab”.

5) Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945 bagi penyelenggara negara para pelaksana pemerintah (juga para penyelenggara partai dan golongan fungsional).

Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang bunyinya sbb : “…Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara RI. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara RI. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, Tap No. XX/MPRS/1996. (Tap MPR No. V/MPR/1973 dan Tap No. XX/MPR/1978). Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakekatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Selanjutnya dikatannya bahwa cita-cita tersebut adalah meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia.

Dalam proses Reformasi dewasa ini MPR melalui SI tahun 1998, mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI yang tertuang dalam Tap No. XVIII/ MPR/1998. oleh karena itu segala agenda dalam proses Reformasi, yang meliputi berbagai bidang selain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat (sila IV) juga harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi tidak mungkinmenyimpang dari nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan, bahkan harus bersumber kepadanya.

Jadi, Pacasila sebagai sumber segala hukum adalah bahwa perbedaan semua makhluk (bangsa indonesia) tidak mengenal perbedaan SARA, kaya, maupun miskin tanpa , mengenal perbedaan yang ada di sekitarnya.

C. Refleksi Kritis Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber  Hukum 

Sebagai Negara yang berkembang serta dalam proses menuju kebangkitan dari keterpurukan akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, berbagai hal dapat dijadikan sebuah pelajaran bagi bangsa Indonesia diantaranya dengan mengkaji kembali beberapa hal yang menyangkut politik, hukum, ekonomi serta kebijakan yang lain, apakah kita menganut sistem yang salah atau penerapan sistem tersebut yang salah. Sebagai Negara yang besar Indonesia sangat berpotensi menjadi bangsa yang besar dan bukan hanya menjadi Negara yang besar tetapi juga dapat menjadi sorotan positif bagi bangsa lain. Reformasi 1998 membawa Indonesia ke dalam kondisi kehilangan pandangan hidup bersama sebagai sebuah bangsa. Pancasila yang seharusnya menjadi dasar utama pemersatu pandangan-pandangan hidup manusia indonesia, kehilangan kesaktiaanya. Pancasila limbung diterpa “demokratisasi” dan krisis ekonomi. Kepercayaan masyarakat terhadapnya kian surut. Dan bahkan sebagian memandang tidak ada perlunya lagi Pancasila dipertahankan. Pancasila sudah tidak relevan, bahkan tidak lagi berguna. Alih-alih menjadi pemersatu bangsa, Pancasila malahan dianggap sebagai pemicu perpecahan bangsa. . Upaya-upaya pemisahan diri, yang muncul di Aceh, Sulawesi, Papua, tidak lain karena ada pihak-pihak yang tidak sejalan dengan Pancasila. Selain itu, Pancasila juga menjadi alat diskriminator terselubung dalam negeri yang beragam ini. Sebagai sebuah bangsa yang majemuk tentunya kita membutuhkan satu pandangan hidup bersama sebagai pemersatu bangsa. Lalu apa jadinya bila satu pandangan itu di hilangkan? Perang ideologi akan muncul. Ideologi agama, Marxisme, nasionalisme, tradisionalisme dan banyak lagi ideologi lain yang akan saling bertempur memperebutkan dominasi. Tentunya bila perang ideologi ini terus berlangsung maka tidak pelak menimbulkan kekacauan sistem sosial Indonesia. Untuk itulah kembali ke pelukan Pancasila adalah jalan yang tepat yang harus dipilih bangsa Indonesia.
Pembentukan berbagi sistem yang dianut bangsa Indonesia tertuang dalam sebuah konstitusi yang disebut Undang – Undang Dasar 1945, dan juga termuat dalam peraturan yang lain, akan tetapi pembentukan daripada sistem tersebut juga harus mendasarkan pada sumber yang paling mendasar yang didalamnya termuat berbagai tujuan, cita – cita, serta cermin kepribadian bangsa, sehingga diharapkan setiap sistem, kebijakan, maupun peraturan yang disusun tidak bertentangan dengan beberapa hal tersebut tadi. Di dalam TAP MPR RI No. 3/MPR/2000, beberapa sumber hukum tertulis ditentukan sebagai berikut :

1. pancasila
2. pembukaan UUD 1945
3. batang tubuh UUD 1945 dan amandemenya
4. ketetapan majelis permusyawaratan rakyat
5. undang – undang
6. peraturan perundang – undangan
7. peraturan pemrintah
8. keputusan presiden
9. peraturan daerah


“ Dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang memuat judul tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum republik ndonesia dan tata urutan peraturan perundangan republik Indonesia, didalam lampiranya menyatakan sebagai berikut : Pancasila : sumber dari segala sumber hukum “ ( H. Subandi Al Marsudi, SH., MH, 2003 : 10-11 ).
Sehingga dengan hal tersebut hendaknya pancasila benar – benar mampu melaksanakan apa yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia artinya setiap peraturan perundang – undangan di Indonesia harus mengacu kepadanya dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas – asas yang terkandung didalamnya. Segala cita – cita luhur bangsa Indonesia tersirat dalam naskah pancasila hal tersebut dapat diartikan bahwa pancasila dapat dijadikan alas dalam melaksanakan cita – cita yang luhur tersebut. Dari pengertian pancasila merupakan cermin kepribadian bangsa yang mengandung arti pandangan hidup, dasar Negara, tujuan dan kesadaran bangsa juga terkandung didalamnya
Dari hal tersebut maka bangsa Indonesia memiliki cita – cita luhur yang terkandung didalam pancasila, akan tetapi untuk dapat mewujudkan berbagai cita – cita dan tujuan bangsa Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan rakyat yang tercantum dalam pancasila tidak akan dapat terwujud tanpa adanya upaya memaknai kembali nilai – nilai luhur yang terkandung dalam pancasila sehingga pancasila akan tetap mampu menjadi sumber hukum bangsa Indonesia.
Dengan adanya pemaknaan akan nilai – nilai yang terkandung didalam pancasiala maka langkah awal untuk melakukan pembaharuan khusnya di bidang hukum yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat akan dapat tercapai.
meskipun tidak dapat dipungkiri seiring dengan perkembangan jaman serta pencampuran budaya secara global secara tidak disadari amanat yang terkandung didalam pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sedikit demi sedikit semakin terkikis. sehingga penulis menyatakan berbagai hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan muncul satu masalah yang utama adalah semakin menipisnya rasa nasiaonalisme dan cinta tanah air bangsa Indonesia sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kualitas daripada sistem yang diciptakan.

Pemahaman Masyarakat. Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna yang mampu menjangkau berbagai aspek. hal tersebut mengartikan bahwa kualitas akan produk hukum kita ditentukan oleh seberapa jauh bangsa Indonesia mampu memaknai atau memahami sumber dasarnya itu sendiri. Akan tetapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah semakin lama pemahaman terhadap nilai – nila pancasila sebagi sumber hukum justru semakin memudar, oleh karena itu sepertinya kita perlu mempelajari kembali akan nilai yang terkandung didalam pancasila. Pengaruh masuknya budaya – budaya asing di tengah – tengah kehidupan masyarakat yang selalu dikuti tanpa adanya penyaringan kaidah merupakan salah satu penyebab semakin terkikisnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Adapun pendapat yang menyatakan “ untuk meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap nilai – nilai pancasila pertama kali perlu dibangun adanya “rasa memiliki” terhadap nilai – nilai pancasila. ( sumaryati, 2005 : 115 ). Pemahaman akan nilai atau makna yang terkandung didalam tiap sila- sila pancasila mustinya harus dimulai sejak dini mulai dari pendidikan yang paling bawah hingga pada tingkat pendidikan tinggi dengan tidak mendiskriminasi kajian ilmu tersebut, artinya selama ini kajian yang menyangkut pemahaman akan pancasila masih ditempatkan pada posisi dibawah, satu contoh misalnya pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan tinggi sepertinya tidak terlalu diutamakan dan kurang mendapat perhatian baik dari kalangan pelajar maupun pengajar sehingga tidak jarang para generasi muda yang mengabaikan dan tidak memahami akan makna yang terkandung didalam pancasila itu sendiri. Kekuasaan legislatif (legislative power) sebagai kekuasaan pembentuk undang – undang sepertinya belum sepenuhnya menjamin akan mampu membentuk sebuah peraturan perundang – undangan yang sempurna akan tetapi justru sebaliknya yang terjadi saat ini, undang – undang yang di bentuk seolah – olah merupakan produk kepentingan semata sehingga hanya berlaku relevan dalam jangka waktu tertentu saja atau relatif singkat sehingga kembali lagi harus melakukan perubahan terhadap undang –  undang tersebut. Di dalam pembentukan undang – undang maupun peraturan yang lain tentunya tidak dapat dipisahkan dari aspek sosiologis, yuridis, serta aspek historis, masing – masing hal tersebut merupakan hal mendasar yang harus dijadikan landasan dan di perhatikan dalam pembentukan maupun perumusan sebuah peraturan hukum. Khususnya dari aspek historis perlu diperhatikan sumber hukum yang paling dasar yaitu pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, lahirnya suatu produk hukum yang tidak mendasarkan hal tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan di dalam penerapanya. hal itu dikarenakan dasar hukum tersebut menyangkut falsafah dan pandangan hidup bangsa.
Rumusan di dalam UUD 1945 Setiap sila dari pancasila juga di siratkan di dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 pada alenia ke 4 yang berbunyi ; “ kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenapbangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang – undang dasar negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ; ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadialn sosial bagi seluruh rakyat indonesia “. ( UUD 1945 dan amandemenya). 

Pada hakekatnya dibentuknya sebuah undang – undang maupun peraturan lainya bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat didalam hubunganya antar anggota masyarakat yang lain, sehingga diharapkan mampu menjamin sebuah kepastian hukum.
Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro. SH yang dikutip dari R. Soeroso. SH dalam bukunya “ Pengantar Ilmu Hukum “ mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. ( R. Soeroso. SH, 2002 : 56 ). Dari teori tersebut maka konsep yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 dalam kalimat “...membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia...” maka dapat terpenuhi, hanya saja dalam penerapanya masih banyak mengalami berbagi hambatan dan persoalan. Rumusan yang terkandung didalam alenia ke 4 pembukaan UUD 1945 tersebut sangat komplek, artinya rumusan tersebut sudahlah sangat cukup dijadikan landasan untuk membentuk suatu sistem yang mampu menjangkau berbagai aspek yang terdapat di dalam negara indonesia.
Dari hal tersebut maka konsep pancasila yang tersirat didalam pembukaan UUD 1945 merupakan tujuan nasional bangsa indonesia, yang terdiri dari 

1. membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia
2. memajukan kesejahteraan umumdan mencerdaskan kehidupan bangsa
3. melaksanakan ketertiban dunia.
4. negara indonesia mempunyai falsafah dasar pancasila yaitu ; ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpn oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Selain daripada itu didalam pembukaan ”preambule “ tersirat beberapa pokok pikiran yang terkandung di dalamnya, diantaranya sebagai berikut ; 

1. Pokok pikiran yang pertama → persatuan
Bangsa indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai ragam budaya, adat dan kelompok, lahirnya berbagai keragaman tersebut justru akan menimbulakan persoalan misalnya perpecahan, apabila tidak dilandasi oleh sutu falsafah yang tertuang didalam sila ke 3 pancasila yang berbunyi “ pesatuan indonesia “ dikuatkan dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 “ negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik “ hal tersebut telah menjadi alas yang paling dasar sejak bangsa indonesia merdeka, sehingga dengan modal persatuan dan kesatuan bangsa diharapkan akan terjadi rasa saling menghormati setiap perbedaan tersebut. Hanya saja menurut saya, yang terjadi saat ini sikap saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan justru semakin jauh keluar dari hakikatnya artinya perbedaan antar suku, ras, budaya, agama dan lain sebagainya seolah olah telah masuk kedalam bentuk “intervensi” yang mana memang diantara kedua sikap tersebut memiliki batasan yang sangat tipis sehingga keanekaragaman tersebut justru memunculkan penafsiran yang braneka ragam pula. hal inilah sebenarnya yang menjadi bumerang bagi bangsa kita. solusi mengenai hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam bab kesimpulan dan saran. 

2. Pokok pikiran yang kedua → keadilan sosial 
pasal 33 ayat (4) “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Dari isi pasal tersebut tercermin bahwa bangsa indonesia menhendaki setiap warga negaranya melaksanakan apa yang menjadi kewajibanya serta jaminan untuk memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam status sosial dan ekonomi khususnya. Namun dalam penerapanya seperti kita ketahui bersama banyak sekali diskriminasi dan ketimpangan – ketimpangan dalm berbagai hal, penyebabnya tidak lain adalah status sosial dan kekuasaan, artinya jaminan kesejahteraan seolah – olah justru menjadi alasan utama bagi golongan yang memiliki kedudukan tinggi untuk mendapatkan berbagai tunjangan dengan berbagai alasan.
Sedangkan dalam bentuk lembaga pokok pikiran yang kedua ini terlihat dengan adanya departemen sosial yang bertugas menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, sedangkan dalam bidang legislatif tercermin dalam setiap putusan hakim selalu memuat klausul “ demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. 

3. Pokok pikiran yang ketiga → kerakyatan. 
Sebagai perwujudan dari negara demokrasi, salah satu pilar utamanya adalah kebebasan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran maupun kepentingannya. ( Huntington, 1994 : 1 ) menandaskan bahwa partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Menurut pendapat Dahl (dalam Budiardjo, 1996 : 60), praktek demokrasi selalu melibatkan dua dimensi, yaitu perlombaan (contestation) dan peran serta (participation). 

4. Pokok pikiran yang ke empat → ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab Pasal 29 ayat (1) “ negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa “ dar pengertian tersebut indonesia merupakan negara yang beragama dalam artia luas, artinya masyarakat indonesia terdiri dari berbagai macan pemeluk agama yang berbeda–beda, meskipun mayoritas masyarakatnya beragama islam namun bukan bukan berarti negara hanya melindungi agama mayoritas saja, hal in dituangkan dalam pasal 29 ayat (2) “ negaar menjamin kemerdekann tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu “ . Berbagai konflik yang terjadi di indonesia yang di klaim merupakan konflik agama merupakan suatu bentuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai asas yang terkandung didalam pancasila umumnya dan asas ketuhanan yang maha esa pada khsusnya. Adanya pengakuan dan perlindungan hak–hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan, merupakan salah satu dari ciri negara hukum yang bertujuan untuk menjamin hak–hak warga negaranya. Hal tersebut dituangka dalam pasal 28D ayat (1) “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “ selain itu juga dengan dikeluarkan UNDANG – UNDANG No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Pembentukan maupun perubahan sebuah undang – undang dalam rangka proses melaksanakan tujuan nasional merupakan suatu hal yang formalistik saja asalkan dapat mengikuti ketentuan atau asas – asas yang tersebut diatas, namun selain daripada hal tersebut juga diperlukan komitmen keras bangsa indonesia yang harus ditanamkan dalam semangat nasionalisme tiap elemen bangsa sehingga sebuah tujuan nasional tersebut tidak hanya sebuah catatan semata atau hanya tertulis dalam sebuah undang–undang saja. Undang–undang dasar maupun peraturan perundangan yang lain hanya merupakan instrumen kebijakan yang mendasari setiap pelaksanaan tujuan nasional tersebut.
Pasal 1 ayat ( 2 ) UUD 1945 hasil amandemen disebutkan “ kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – undang “ dan pada ayat ( 3 ) disebutkan “ negara inonesia adalah negara hukum “ sehingga rakyat dalam hal ini rakyatlah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan tujuan nasional akan tetapi undang – undang mengatur dan mendasari bagaimana pelaksanaanya
Berbagai perubahan terhadap UUD 1945 telah banyak memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan indonesia, hal tersebut adalah wajar sebagai konsekuensi dari tuntutan reformasi. Perubahan terhadap intrumen UUD 1945 dapat dipahami sebagai bentuk relevansi atau penyesuaian terhadap perkembangan budaya, sejauh perubahan tersebut tidak sampai pada “ pembukaan / preambule “ hal itu sah – sah saja hanya saja apabila perubahan tersebut telah menjangkau kepada pembukaan UUD 1945 tentunya akan mnghilangkan bebrapa hal terpenting didalamnya termasuk tujuan nasional bangsa. “ Namun demikian, ada bagian terpenting dari UUD 1945 yang disepakati oleh MPR 1999 untuk tidak diubah sama sekali. Bagian dimaksud adalah Pembukaan (“Preambule”) UUD 1945. Pembukaan dikatakan sebagai bagian terpenting karena disanalah tertuang Pancasila yang merupakan norma fundamental Negara. Sehingga dari setiap perubahan UUD 1945 diharapkan tidak merubah secara total isi daripada UUD 1945, “ karena itu, sebagai kompromi, pelaksanann agenda perubahan UUD 1945 diusahakan untuk menghindari penggunaan istilah ‘penggantian’ UUD. Yang disepakati adalah ‘perubahan’ bukan ‘penggantian’ yang berkonotasi total “ ( Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. 2004 : 6 ) Perkembangan-perkembangan ini membawa kita kepada pertanyaan lanjutan, apakah memang perlu kita mempertanyakan hal-hal yang bersifat ideologis pada saat ini? Atau, tidakkah lebih produktif apabila kita mengarahkan seluruh perhatian kita kepada penyelesaian persoalan-persoalan konkret bangsa seperti kemiskinan, ketidaksejahteraan dan ketidakadilan yang meluas di tengah-tengah masyarakat kita?

Pemahaman yang benar akan nilai – nilai yang terkandung didalam pancasila merupakan suatu langkah awal untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di dalam diri warga indonesia, serta mendorong tumbuhnya rasa rela berkorban dan selalu ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan Negara.
Pendidikan formal mustinya mampu memberikan porsi yang istimewa terhadap mata pelajaran atau mata kuliah yang menyangkut pemahaman nilai – nilai pancasila sehingga diharapkan setiap generasi dapat mengertia akan cita luhur yang terkandung dalam pancasila. Berangkat dari hal tersebut, maka setiap perumusan suatu produk hukum akan didasari rasa mencintai bangsa yang akan berdampak pada keinginan untuk memberikan sesuatu yang terbaik terhadap bangsa dan Negara, sehingga kebijakan apapun yang menyangkut kepentingan Negara akan ditujukan kepada kesejahteraan warga Negara, akan tetapi yang muncul saat ini adalah berbagai produk hukum maupun kebijakan yang lain seolah – olah hanya  mengakomodasikan kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja. 

Munculnya berbagai konflik yang mengarah kepada konflik agama serta berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Hal tersebut bisa saja disebabkan oleh munculnya bebagai penafsiran serta kurangnya pemahaman akan nilai yang terdapat dalam tiap sila pancasila, akibat dari berbagai pemahaman yang ada memunculkan suatu anggapan bahwa apa yang mereka lakukan adala benar. Dengan keadaan seperti ini pemerintah harus mampu memberiakn suatu ketentuan atau penjelasan baku serta memberi batasan – batasan pengertian mengenai hal tersebut sehingg apabila munculpenafsiran yang keluar dari ketentuan yang baku tersebut maka dapat dilakukan tindakan hukum.

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI FILSAFAH YANG MEMPERSATUKAN BANGSA INDONESIA

Manusia dalam merealisasikan dan meningkatkan harkat dan martabatnya tidaklah mungkin untuk dipenuhinya sendiri, oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam pengertian inilah mambentuk suatupersekutuan hidup yang disebut negara. Namun demikian dalam kenyataannya sifat-sifat negara satu dengan lainnya memiliki perbedaan dan hal ini sangat ditentukan oleh pemahaman ontologis hakekat manusia sebagai pendukung pokok negara, sekaligus tujuan adanya suatu negara.

Bangsa Indonesia dalam panggung sejarah berdirinya negara di dunia memiliki suatu ciri khas yaitu dengan meningkatkan nilai-nilai yang telah dimilikinya sebelum membentuk negara modern. Nilai-nilai tersebut adalah berupa adat – istiadat kebudayaan, serta nilai religius yang kemudian dikristalisasikan menjadi suatu sistem nilai yang disebut Pancasila. Dalam upayanya membentuk suatu persekutuan yang hidup disebut negara. Maka bangsa Indonesia mendasarkan pada suatu pandangan yang telah dimilikinya yaitu Pancasila.

Berdasarkan ciri khas proses dalam rangka membentuk suatu negara, maka bangsa Indonesia mendirikan suatu negara yang memiliki karakteristik, ciri khas tertentu yang karenanya ditentukan oleh keanekaragaman, sifat, dan karakternya, maka bangsa Indonesia mendirikan suatu negara berdasarkan filsafah Pancasila, yaitu suatu negara persatuan, suatu negara kebangsaan serta suatu negara yang bersifat integralistik.

Dilihat dari sejarah pembentukan negara Pancasila sebagai filsafat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Sebelum penjabaran lebih lanjut maka kita akan mulai dari pengertian filsafat itu sendiri. Secara etimologis istilah filsafat berasal dari Yunani “philein” yang artinya “cinta” dan “sophos” yang artinya “hikmah” atau “kebijaksanaan“ atau “wisdom” (Nasution, 1973). Jadi secara harpiah istilah filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan.

Isi sila-sila Pancasila pada hakekatnya merupakan suatu kesatuan. Dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas lima sila yang masing-masing merupakan suatu azas peradaban. Namun demikian, sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan yaitu setiap sila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal.

Filsafat sebagai pandangan hidup pada hakekatnya merupakan sistem nilai yang secara epistomologis kebenarannya telah diyakini sehingga dijadikan dasar atau pedoman bagi manusia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Hal itu berarti bahwa filsafat telah beralih dan menjelma menjadi ideology (Roeslan Abdul Ghani, 1986).

Ideologi dapat dikatakan pula sebagai konsep operasionalisasi dari suatu pandangan atau filsafat hidup dan merupakan norma ideal yang melandasi ideologi. UUD (Konstitusi) memuat bagian-bagian yang merumuskan dasar normatif. Dasar normatif tersebut disebut sebagai dasar filsafat negara. Oleh karena itu setiap generasi baru dapat menggali kembali dasar filsafat negara itu untuk menentukan apa implikasinya bagi situasi atau keadaan di masa yang akan datang (Magnis Suseno, 1987).

BAB V

PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR FUNDAMENTAL

 BAGI BANGSA DAN NEGARA RI

A. Dasar filosofis

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. Oleh karena itu sebagai suatu dasar filsafat maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarkhis dan sistematis. Dalam pengertian inilah makasila-sila Pancasila merupakan  sistem filsafat. Oleh karena merupakan suatu sistem filsafat maka ke 5 sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan esensi makna yang utuh.

Dasar pemikiran filosofis darisila-sila Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah sebagai berikut : Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara RI, mengandung bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan , kerakyatan dan keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari suatu pandangan bahwa negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia / organisasi kemasyarakatan dalam hidup manusia (Legal Sociaty) masyarakat hukum.
B. Nilai-nilai pancasila sebagai fundamental negara

Nilai-nilai pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari merupakan suatu sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur meliputi suasana kewajiban serta watak bangsa Indonesia yang pada tanggal 8 Agustus 1945 telah didapatkan dan abstraksikan oleh para pendiri negara menjadi 5 sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat negara RI, hal ini sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan No. XX / MPRS / 1966.

Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok pikiran nilai-nilai pancasila dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar fundamental dalam pendirian negara. Yang realisasi berikutnya perlu diwujudkan atau dijelmakan lebih lanjut dalam pasal UUD 1945.

Dengan perkataan lain bahwa penjajaran sila-sila Pancasila dalam peraturan perundang-undangan bukanlah secara langsung dan sila-sila Pancasila melainkan melalui pembukaan UUD1945. empat pokok pikiran dan barulah dikongkitisasikan dalam pasal UUD 1945. selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan serta hukum positif di bawahnya.

Dalam pengertian inilah maka sebernarnya dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesia  terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggara negara. Selain itu bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan satu landasan moral etik dalam kehidupan keegaraan. Hal ini ditegaskan dalam pokok pikiran ke-4 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan YME, berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan kenegaraan harus didasarkan pada moral, etik yang bersumber pada nilai-nilai Ketuhana YME dan menjujung moral yang beradab. Oleh karena itu pokok pikiran ke-4 merupakan suatu dasar fundamental moral dalam kehidupan kenegaraan tersebut juga meliputi moralitas para penyelenggara negara dan seluruh warga negara .bahkan dasar fundamental moral yang dituangkan dari nilai-nilai Pancasila tersebut juga harus mendasari moral dalam kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia.

Semangat kebangsaan dalam proses penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi RI sudah mulai tampak pada pilihan lembaga yang mengesahkannya. "The founding fathers" tidak membiarkan Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk mengesahkan UUD 1945 dikarenakan 
badan tersebut adalah badan bentukan Jepang. Akhirnya, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Badan inilah yang mengesahkan UUD
1945. Disahkannya UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI oleh PPKI merupakan tonggak sejarah mulai berlakunya hukum nasional di Tanah Air, sekaligus mengakhiri berlakunya hukum kolonial. Sejak resmi menjadi konstitusi RI, UUD 1945 mulai diposisikan sebagai filter atas produk-produk hukum maupun lembaga warisan kolonial. Hal ini ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan yang mengatakan: "Semua lembaga negarayang ada masih tetap  berfungsi sepanjang untuk  melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum  diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Selain sebagai filter, UUD 1945 juga menjadi hukum dasar ("grond norm") bagi seluruh peraturan perundang-udangan yang berlaku di Indonesia. Hukum dasar berfungsi sebagai landasan sekaligus menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan hukum nasional. Dengan demikian, untuk menegakkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen harus berpegang pada asas "lex superiori derogat lex inferiori" yang artinya hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dengan kata lain, semua produk hukum nasional tidak boleh bertentangan  dengan UUD 1945 yang berkedudukan sebagai hukum tertinggi. 

C. Amandemen Murnikan Pancasila 

Gerakan reformasi pada tahun 1998 yang dimotori oleh mahasiswa dan didukung oleh media massa telah menimbulkan koreksi besar-besaran terhadap sistem ketatanegaraan RI. Slogan Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen justru mengalami koreksi dalam 
implementasinya. Tuntutan perubahan terjadi di segala bidang, termasuk tuntutan amandemen terhadap UUD 1945.

Secara bertahap, amandemen UUD 1945 pasca berakhirnya kekuasaan Orde Baru sudah berlangsung empat kali. Dan semua tahapan amandemen itu diborong oleh MPR hasil pemilihan umum 1999 yang diketuai oleh Amien Rais. Sehingga tak salah kalau Amien Rais dijuluki sebagai bapak amandemen UUD 1945.

Amandemen pertama dilakukan pada Sidang Umum (SU) MPR 1999, lalu amandemen kedua berlangsung pada SU MPR 2000, amandemen ketiga diadakan pada Sidang Tahunan (ST) MPR 2001, dan terakhir amandemen keempat dilakukan pada ST MPR 2002. Pada keempat sidang inilah UUD 1945 mengalami banyak perubahan yang sifatnya mendasar, baik menyangkut substansi maupun menyangkut struktur kelembagaan negara.

Namun demikian, ada bagian terpenting dari UUD 1945 yang disepakati oleh MPR 1999 untuk tidak diubah sama sekali. Bagian dimaksud adalah Pembukaan ("Preambule") UUD 1945. 
Pembukaan dikatakan sebagai bagian terpenting karena disanalah tertuang Pancasila yang merupakan norma fundamental negara ("staatsfundamental norm").

Pancasila merupakan cita hukum ("rechts idee") rakyat Indonesia yang berfungsi sebagai landasan bagi semua kegiatan pembentukan hukum nasional serta pedoman bagi praktek ketatanegaraan RI. Oleh karena itu, Pancasila sebagai "rechts idee" merupakan suatu keharusan bagi  eksistensi NKRI.

Selama kita masih sepakat dengan NKRI maka Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah oleh siapa pun. Perubahan UUD 1945 hanya boleh terjadi pada bagian Batang Tubuh dalam rangka penyesuaian dengan tuntutan zaman. Namun dengan catatan, bahwa tujuan amandemen UUD 1945 harus tetap dalam kerangka proses implementasi sekaligus pemurnian cita hukum yang terkandung dalam bagian Pembukaan. Esensi perubahan dalam UUD 1945 pasca amandemen pertama hingga amandemen keempat sudah menunjukkan suatu komitmen bersama bangsa Indonesia untuk memurnikan Pancasila sebagai asas bernegara. Hal ini nampak pada pasal-pasal yang mengalami perubahan penting karena menyangkut HAM, demokrasi, hukum, sosial budaya, dan pemerintahan. Lima di antara perubahan-perubahan penting itu adalah: 
Pertama, kedaulatan rakyat yang dulunya selalu diambil alih penuh oleh MPR kini sudah dilaksanakan sendiri oleh rakyat (Pasal 1). Dengan demikian, rakyat tidak perlu lagi menjelmakan dirinya kepada MPR. Justru penjelmaan ini yang dulu acapkali diselewengkan oleh para elit politik. Kedua, amandemen UUD 1945 mempertegas kembali komitmen negara Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 Ayat 3).  Secara umum ciri-ciri negara hukum adalah: a) semua kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandasakan hukum; b) pemisahan/ pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan judisiil); c) Peran serta rakyat dalam penentuan kebijakan pemerintahan; dan d) peradilan yang 
merdeka atau bebas dari intervensi kekuasaan. 

Ketiga, calon Presiden dan calon wakil Presiden tidak lagi menggunakan syarat "orang Indonesia asli". Akan tetapi, seorang WNI sejak lahir berhak untuk dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 6). Dulu, istilah 'asli' tidak jelas apa kriteriannya, sehingga sempat menimbulkan polemik di MPR. Bahkanistilah itu telah menimbulkan persepsi negatif bahwa tidak semua WNI mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan di negeri ini.

Keempat, Calon Presiden dan calon wakil Presiden dalam satu pasangan sudah langsung dipilih oleh rakyat. Ini merupakan tonggak sejarah dimana rakyat tidak lagi memilih kucing dalam karung dalam menentukan siapa pemimpinnya.
Setelah amandemen, rakyat sudah boleh tahu latar belakang, visi, dan wajah calon pemimpinnya. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla adalah pasangan pertama Presiden/wakil Presiden RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada pemilu 2004 lalu. 

Kelima, penambahan sepuluh pasal penting tentang HAM dalam UUD 1945, sehingga Pasal 28 dilengkapi dengan Pasal 28A sampai Pasal 28J. Pasal tambahan tentang HAM itu antara lain meliputi: hak untuk hidup, hak untuk membentuk keluarga, kebebasan beragama, hak kesejahteraan, dan hak 
perlindungan hukum.


Perubahan mendasar di atas tidak lain adalah merupakan perwujudan dasar negara Pancasila ("rechts idee") ke dalam UUD 1945. Persoalannya sekarang ialah, bagaimana mewujudkan Pasal-pasal itu di dalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UUD 1945 bukanlah sekedar cita-cita atau dokumen bernegara, akan tetapi ia harus diwujudnyatakan dalam berbagai persoalan bangsa akhir-akhir ini. Misalnya,
kenyataan masih seringnya pelanggaran HAM terjadi di negeri ini. Taruhlah misalnya; kasus pembunuhan aktivis Munir, kasus penggusuran warga, jual-beli bayi, aborsi, dan seterusnya.

Di bidang hukum masih banyak terjadi perlakuan diskriminasi antara si kaya dan si miskin, hukum memihak kekuasaan, korupsi dan kolusi di pengadilan, dan lain-lain. Demikian pula masalah kesenjangan sosial, busung lapar, pengangguran, dan bencana alam di Aceh dan Nias. Realitas kehidupan di atas hendaknya menjadi bahan refleksi bagi seluruh komponen bangsa Indonesia dalam memperingati HUT UUD 1945 yang ke-60 ini. Dirgahayu UUD 1945. Semoga tetap jaya. 
BAB VI

PANCASILA DAN GBHN

A. Tujuan Pembangunan Nasional

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan Pembangunan Nasional tersebut di dalam GBHN telah digariskan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

b. Di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat.

c. Dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis.

d. Dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan aman.

Tujuan tersebut tidak mungkin akan dapat terwujud dalam beberapa tahun, atau beberapa Repelita, atau dalam satu atau dua generasi. Tetapi yang penting adalah bahwa semua upaya pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap makin dekat pada, dan setiap generasi mewariskan kepada generasi berikutnya keadaan yang makin mendekati tujuan tersebut.
B. LANDASAN PEMBANGUNAN NASIONAL

GBHN menegaskan landasan pembangunan nasional adalah :

- Landasan Idiil


: Pancasila

- Landasan Konstitusional

: UUD 1945

Maksudnya, seperti yang dikatakan oleh presiden Soeharto, adalah bahwa “Kita memang harus berangkat dari Pangkalan Pancasila dan UUD 1945 itu dan bertekad mewujudkan masyarakat yang berdasarkan pancasila dengan menggunakan kompas pedoman yang diajukan oleh UUD 1945”.

C. AZAS-AZAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan sebagai proses perubahan manuju kemajuan perlu didasari seperangkat azas-azas agar watak dan coraknya tidak menyimpang dari landasan idiil dan konstitusional bangsanya seperti berikut :

a. Azas manfaat, ialah segala usaha dan kegiataan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi Warga Negara.

b. Azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan, ialah bahwa usaha mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama dari bangsa dan seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

c. Azas Demokrasi, ialah demokrasi berdasarkan pancasila yang meliputi bidang-bidang Politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

d. Azas Adil dan Merata, ialah bahwa hasil-hasil materil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa dan bahwa tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai darma baktinya yang diberikan pada bangsa dan negara.

e. Azas Perikehidupan dan Keseimbangan, ialah keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, yaitu antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan materil dan spiritual, antara kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan individu dan masyarakat, antara perikehidupan darat, laut dan udara, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

f. Azas kesadaran hukum, ialah bahwa setiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat pada hukum dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

g. Azas kepercayaan pada diri sendiri yaitu bahwa pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan pada kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.
D. MODAL DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

Apapun bentuk pembangunan memerlukan modal dasar, pembangunan nasional mempunyai 8 modal dasar, yaitu sebagai berikut 

a. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Tanpa kemerdekaan dan kedaulatan segala upaya dan kegiatan ditentukan orang lain / bangsa lain.

b. Letak kedudukan Geografi Indonesia

Terhampar sepanjang khatulistiwa. Posisi silang sebagai wilayah penghubung antara dua benua dan dua samudera serta dalam percaturan lalu lintas dunia yang semakin ramai memberi kedudukan dan peranan strategis yang sangat tinggi nilainya.

c. Sumber-sumber kekayaan alam di darat, laut dan udara, bila dikelola dengan baik akan memberikan kehidupan bagi bangsa di segala bidang.

d. Jumlah penduduk yang sangat besar.

Bila dibina dan dikerahkan secara efektif amat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan.

e. Modal kerohanian dan mental

Kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi.

Kepercayaan dan keyakinan bangsa terhadap falsafah Pancasila merupakan modal sikap yang dapat membawa bangsa menuju cita-citanya.

f. Modal budaya, yakni budaya bangsa Indonesia yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa.

g. Potensi efektif bangsa, yakni segala sesuatu yang telah dicapai oleh bangsa sepanjang sejarahnya,termasuk kekuatan social politik antara partai politik dan golongan karya.

h. ABRI sebagai kekuatan HANKAM dan kekuatan social yang tumbuh dan bersama-sama rakyat menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara.

E. TRILOGI PEMBANGUNAN NASIONAL

a. Rumusan

Tumpuan garis kebijakan gerak pelaksanaan yang berunsur :

1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang ditujukan kepada terciptanya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Ketiga unsur itu saling berkaitan satu dan sama pentingnya. Istilah itu resmi dipakai pada Pelita II namun hakekatnya sudah menjadi kebijakan landasan sejak Pelita I dan tetap digunakan dalam Pelita III,IV dan V.

b. Arti pemerataan

Pembangunan berarti upaya menjadikan sesuatu yang bersifat potensial menjadi kenyataan (realitas) untuk kemakmuran / kesejahteraan rakyat, hal tersebut baru berhasil apabila : hasilnya dapat dinikmati secara adil dan merata tergantung dari peran serta seluruh rakyat Indonesia.

c. Arti pertumbuhan ekonomi

1) Dicapai dengan kenaikan produksi dan jasa diberbagai bidang dan berbagai sektor pembangunan seperti pertanian, industri, pertambangan, energi, perhubungan, perdagangan dll. Dengan tetap berorientasi pada perluasan lapangan kerja.

2) Harus didukung oleh kemampuan teknologi dan pemanfaatan sumber-sumber pembangunan lain-lainnya. Oleh karena itu usaha pembangunan teknologi perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan tahap-tahap berikutnya.

3) Perlu meningkatkan struktural disegala bidang. 

4) Didukung dengan anggaran berimbang.

5) Pengerahan dan perbaikan sistem perbankan dan perluasan pemasaran.

6) Peningkatan pemecahan masalah kependudukan.

7) Pembinaan pembangunan daerah yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja.

8) Pembinaan nasional pendukung perekonomian nasional.

9) Pemanfaatan penggunaan tanah dan air dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

10) Peningkatan perkoperasian.

11) Penyempurnaan sistem kepengolahan

Dengan makin kompleksnya pembangunan Pelita IV, maka bila semua hal di atas berhasil di Pelita IV akan tercipta kerangka landasan cita-cita nasional.

d. Arti stabilitas nasional.

1) Stabilitas nasional adalah syaraf  mutlak bagi kelangsungan pembangunan nasional. Untuk itu stabilitas nasional perlu dipelihara dan dikembangkan.

2) Stabilitas nasional terdiri atas stabilitas di bidang-bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

BAB VII

MAKNA NILAI-NILAI SETIAP SILA PANCASILA

A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai sila ke-4 sila lainnya. Dalam sila YME terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai penjawatan tujuan manusia sebagai mahluk Tuhan YME. Olehkarena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, politik negara. Pemerintah negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara kebebasan dan hak asasi warga negara harus di jiwai nilai-nilai Ketuhanan YME.

Demikianlah kiranya nilai-nilai etis yang terkandung dalam sila Ketuhanan YME yang dengan sendirinya sila pertama tersebut mendasari dan menjiwai ke-4 sila lainnya.
Butir-butir Nilai-nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
· Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaanya dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

· Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 

· Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama anatra pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

· Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa  

· Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

· Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

· Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing masing 

· Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

B. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan YME, serta mendasari dan menjiwai ke-3 sila berikutnya. Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, berbangsa dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologi bahwa hakikat manusia adalah susunankodrat rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu dan mahluk social, kedudukan kodrat mahluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai mahluk Tuhan YME.

Dalam sila kemanusiaan terkadang nilai-nilai bahwa negara harus menjujung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketiinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai sesuatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan padapotensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesame manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai mahluk yang berbudaya, bermoral dan beragama.

Dalam kehidupan kenegaraan harus senantiasa dilandasi oleh moral kemanusiaan antara lain dalam kehidupan pemerintah negara, politik, ekonomi, hukum, social, budaya , keamanan dan pertahanan serta dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu dalam kehidupan bersama dalam negara harus dijiwai oleh moral kemanusiaan untuk saling menghargai sekalipun terdapat sesuatu perbedaan karena hal itu merupakan suatu bawahan kodrat manusia untuk saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hal ini mengandung pengertian bahwa hakikat manusia harus adil hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungan serta adil terhadap Tuhan YME. Konsekuensinya nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menjujung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk Tuhan YME, menjujung tinggi hak asasi manusia, menjujung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Darmidiharjo,1996). Demikianlah berikutnya nilai-nilai tersebut harus dijabarkan dalam segala aspek kehidupan negara termasuk juga GBHN sebagai realisasi pembangunan nasional.

Butir-butir Nilai-nilai Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
· Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

· Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 

· Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 

· Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 

· Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 

· Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

· Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 

· Berani membela kebenaran dan keadilan. 

· Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 

· Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. 
C. Sila Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung sila persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan YME dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta mendasari dan dijiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat kemanusiaan monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Oleh karena itu, perbedaan itu adalah merupakan kodrat manusia dan juga merupakan cirri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya negara adalah beraneka ragam karena satu, mengingatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka bhineka tunggal ika. Perbedaan bukannya untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan kehidupan bersama. 

Nilai persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan YME dan kemanusiaan yang dan beradab. Hal ini terkandung nilai bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang humanistic yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu nilai-nilai nasionalisme ini harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam era Reformasi dewasa ini. Proses Reformasi tanpa mendasarkan pada moral Ketuhanan, kemanusiaan dan memegang taguh persatuan dan kesatuan, maka bukan tidak mungkin akan membawa kehancuran bagi bangsa Indonesia seperti halnya telah terbukti pada bangsa lain misalnya Yugoslavia, Srilangka dan lain sebagainya.
Butir-butir Nilai-nilai Sila Persatuan Indonesia
· Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 

· Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 

· Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 

· Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 

· Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

· Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 

· Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 

D. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan didasari oleh sila Ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia mendasari serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakekat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakekat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan YME yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila kedua adalah 
1) Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan YME. 
2) Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. 
3) Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. 
4) Mengakui batas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah erupakan suatu bawaan kodrat manusia. 
5) Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama. 
6) Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab. 
7) Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab. 
8) Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama.

Butir-butir Nilai-nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
· Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 

· Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 

· Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 

· Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 

· Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 

· Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 

· Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 

· Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 

· Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 

· Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. 
E. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-niai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama.

Konsekuensinya nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi 
(1) Keadilan distributif, yaitu dalam suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam kehidupan bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. 
(2) Keadilan legal (keadilan bertaat) yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
(3) Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik.

Nilai-nilai tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan, dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

Butir-butir Nilai-nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
· Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan  kegotongroyongan. 

· Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 

· Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

· Menghormati hak orang lain. 

· Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 

· Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain 

· Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 

· Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 

· Suka bekerja keras. 

· Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 

· Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. 

Seandainya saja Bangsa Indonesia benar-benar meresapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tentunya degradasi moral dan kebiadaban masyarakat kita dapat diminimalisir. Namun di era reformasi, para reformator alergi dengan semua produk yang berbau orde baru termasuk P4 sehingga terkesan meninggalkannya begitu saja. Belum lagi saat ini jati diri Indonesia mulai goyah ketika sekelompok pihak mulai mementingkan dirinya sendiri untuk kembali menjadikan negara ini sebagai negara berideologi agama tertentu.

BAB VIII

DEMOKRASI PANCASILA

Sistem pemerintahan di negara kita secara umum telah diatur dalam UUD 1945. merupakan landasan hukum pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Dalam UUD ditetapkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut azas kedaulatan rakyat. Azas kedaulatan rakyat ini kemudian disebut demokrasi.

A. Makna dan Asas-asas Demokrasi

1) Pengertian demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti pemerintahan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat, maksudnya sistem pemerintahan yang rakyatnya itu memegang peranan sangat menentukan karena pemerintahan itu merupakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

2) Demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (demokrasi perwaklan)

a. Demokrasi langsung : adalah sistem demokrasi yang mengikutsertakan rakyat secara langsung dalam pemerintahan.

Contohnya :
Demokrasi dalam pemerintahan di desa (Indonesia) yang terlihat jelas pada saat pemilihan kepala desa dan rapat desa.
 

b. Demokrasi tak langsung (demokrasi perwakilan) adalah sistem demokrasi yang tidak mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan secara langsung, melainkan melalui beberapa orang yang dianggap dapat mewakili seluruh rakyat.

Contohnya :
Demokrasi yang diterapkan di negara-negara dewasa ini seperti : Indonesia, Amerika Serkat, Inggris, Prancis, Swiss, Uni Sovyet, Filipina dan sebagainya. 

Alasan dipakainya demokrasi perwakilan :

· Penduduk selalu bertambah sehingga suatu musyawarah pada suatu tempat tidak mungkin dapat dilakukan.

· Masalah yang dihadapi pemerintah makin rumit dan tidak sederhana lagi seperti yang dihadapi oleh pemerintah desa yang tradisional.

· Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri dalam mengurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan kepada orang yang bersedia dan yang mempunyai keahlian dalam bidang pemerintahan negara.

3) Asas demokrasi 

Suatu pemerintahan demokrasi hrus memenuhi dua asas pokok sebagai berikut :

a. Pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan. Misalnya : pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia.

b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya : tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

4) Ciri-ciri negara yang menganut asas demokrasi

Sistem pemerintahan negara yang menganut asas demokrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a. Memiliki lembaga perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat.

b. Untuk mengangkat dan menetapkan anggota majelis dilaksanakan pemilu untuk jangka waktu tertentu.

c. Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis yang bertugas mengawasi pemerintah.

d. Susunan kekuasaan badan atau majelis ditetapkan dalam UUD negara.

B. Demokrasi Pancasila dalam UUD 1945

1) Pengertian demokrasi pancasila 

Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh Pancasila dan diintegrasikan dengan sila-sila yang lainnya dalam Pancasila. Jadi, Demokrasi Pancasila berarti demokrasi yang berdasarkan atas Ketuhanan YME, yang ber-kemanusiaan yang adil dan beradab, yang membina persatuan Indonesia dan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2) Prinsip-prinsip pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam sistem pemerintahan negara.
Sistem pemerintahan RI menurut UUD yaitu :

a. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum.

Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Mashtstaat).

b. Sistem konstitusional

Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR.

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelma seluruh rakyat Indonesia. Mejelis ini menetapkan UUD dan GBHN. Majelis ini mengangkat kepala negara (Presiden) dan wakil kepala negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan tertinggi sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. Presiden yang diangkat oleh majelis tunduk dan bertanggungjawab kepada majelis. Ia adalah mendataris dari majelis.

d. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR.

Di bawah MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden.

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Di sampingnya Presiden adalah DPR. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk undang-undang dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan.

f. Menteri negara adalah pembantu presiden dan menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak tergantung dari pada Dewan, tetapi tergantung dari pada Presiden.

g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, dia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas.
Prinsip-prinsip pokok Demokrasi Pancasila ini 
, di antaranya:

· Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas). Perlindungan terhadap hak asasi manusia.

· Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah.

· Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain.

· Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat.

· Pelaksanaan Pemilihan Umum.

· Kedaulatan adalah di tangan rakyat.

· Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

· Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,

Dengan Demokrasi Pancasila, diharapkan bisa berfungsi sebagai berikut: 

· Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. 

· Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI.
Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional. 

· Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. 

· Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara. 

· Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.

Itu sekilas Demokrasi Pancasila, mengenai faktanya di lapangan tentu akan menjadi bahan diskusi lain yang lebih menarik.

BAB IX

STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945

A. Struktur Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945.

1) Demokrasi Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam UUD 1945 Hasil Amandemen 2002

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan rakyat, dalam arti rakyat sabagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikt serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Suatu pemerintah dari rakyat haruslah sesuai dengan filsafat hidup rakyat itu sendiri yaitu filsafat Pancasila, dan inilah filsafat dasar demokrasi Indonesia.

Demokrasi di  Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 selain mengakui adanya kebebasan dan persamaan hak juga sekaligus mengakui perbedaan serta keanekaragaman mengingat Indonesia adalah “Bhineka Tunggal Ika” berdasarkan pada moral persatuan, Ketuhanan dan kemanusiaan yang beradab.

Secara filosofis adalah demokrasi Indonesia berdasarkan pada rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sekaligus sebagai tujuan kekuasaan negara. Rakyat merupakan penjelamaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, oleh karena itu dalam pengertian demokrasi kebebasan individu harus di letakkan dalam kerangka tujuan bersama, bukan sersifat liberal yang hanya berdasarkan pada kebebasan individu saja dan juga bukan demokrasi klass. Kebebasan individu yang di letakkan demi tujuan kesejahteraan bersama inilah yang menurut istilah pendiri negara disebut sebagai asas kebersamaan, asas kekeluargaan akan tetapi bukan “nepotisme”.

Secara umum di dalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar yaitu :

1. Keterlibatan warga negara tertentu di antara warga negara.

2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara.

3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara.

4. Suatu sistem perwakilan.

5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Berdasarkan unsur-unsur tersbut maka demokrasi mengandung ciri yang merupakan patokan yaitu setiap demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu dalam bidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui wakil pilihan mereka. Ciri lain yang tidak boleh diabaikan  adalah adanya keterlibatan atau partisipasi warga negara baik langsung maupun secar tidak langsung dalam proses pemerintahan negara (Lyman Tower Sargen, 1986 : 44).

Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan yang menurut sistem demokrasi, kita akan selalu menemukan adanya Supra Sruktur Politik dan Infra Struktur Politik sebagai komponen pendukung tegaknya demokrasi. Dengan menggunakan konsep Montesquieu maka Supra Struktur Politik meliputi lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Untuk negara-negara tertentu masih ditemukan lembaga-lembaga negara lain, misalnya negara Indonesia di bawah sistem UUD 1945, lembaga-lembaga atau alat-alat perlengkapan negara adalah :

· Majelis Permusyawaratan Rakyat

· Dewan Perwakilan Rakyat

· Presiden

· Mahkamah Agung

· Badan Pemeriksa Keuangan

Ada pun Infra Struktur Politik suatu negara terdiri atas lima komponen sebagai berikut :

· Partai Politik

· Golongan (yang tidak berdasarkan Pemilu)

· Golongan Penekan

· Alat Komunikasi Politik

· Tokoh-tokoh Politik

Baik Supra Struktur Politik maupun Infra Struktur Politik yang terdapat dalam sistem ketatanegaraan masing-masing saling mempengaruhi serta mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain. Dalam sistem demokrasi, mekanisme interaksi antara SSP dan ISP dapat dilihat di dalam proses penetukan kebijaksanaan umum atau menetapkan keputusan politik, maka kebijaksanaan atau keputusan politik ini merupakan masukan (input) dari Infra Struktur, kemudian dijabarkan sedemikian rupa oleh Supra Struktur Politik.

B. Penjabaran demokrasi menurut UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen 2002

Berdasar ciri-ciri sistem demokrasi tersebut maka penjabaran demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia dapat ditemukan dalam konsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 sebagai “Staats fundamental norm” yaitu : “…suatu susunan negara RI yang berkedaulatan rakyat dan kemudian dlanjutkan dalam pasal 1 yang berbunyi : ‘Negara Indonesia…yang berbentuk Republik (ayat 1).’ Kedaulatan adalah di tangan rakyat...(ayat 2), selanjutnya di dalam penjelasan UUD 1945 tentang sisttem pemerintahan angka romawi III dijelaskan kedaulatan rakyat”.

Rumusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara. 

BAB X

UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA

A. Pengantar

Dalam proses Reformasi hukum dewasa ini berbagai kajian ilmiah tentang UUD 1945 banyak yang melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. memang amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali UUD 1945, akan tetapi merupakan suatu prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945 tanpa harus langsung mengubah UUD-nya itu sendiri. Amandemen lebih merupakan perlengkapan dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi UUD tersebut (Mahfud, 1999 : 64).

Ide tentang amandemen terhadap UUD 1945 didasarkan pada suatu kenyataan sejarah selama masa Orde lama dan Orde baru. Penerapan terhadap pasal-pasal UUD memiliki sifat “multi interpretable” atau dengan kata lain berwayuh arti, sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan terutama kepada presiden. Karena latar belakang inilah maka masa Orde baru berupaya untuk melestarikan UUD 1945 bahkan UUD 1945 seakan-akan bersifat keramat yang tidak dapat diganggu gugat.

Demikian bangsa ndonesia memasuki suatu babak baru dalam ketatanegaraan yang diharapkan membawa ke arah perbaikan pada kehidupan rakyat.
B. Hukum Dasar Tertulis (UUD)

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pengertian hukum dasar meliputi dua macam yaitu hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (Konvensi). Oleh karena sifatnya yang tertulis, maka UUD itu rumusnya tertulis dan tidak mudah berubah.

Jadi pada prinsipnya mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam UUD. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai suatu organisasi kekuasaan, maka UUD dapat dipandang sebagai lembaga atau sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dalam penjelasan UUD 1945 disebut bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel. UUD 1945 hanya memuat 37  pasal, ada pun pasal-pasal lain hanya memuat aturan peralihan dan aturan tambahan. Hal ini mengandung makna :

1) telah cukup jikalau UUD hanya memuat aturan-aturan pokok, garis-garis intruksi kepada pemerintah pusat dll. Penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial.

2) Sifatnya yang supel (elastis) dimksudkan bahwa kita senantiasa harus ingat bahwa masyarakat itu harus terus berkembang dinamis. Negara Indonesia akan terus tumbuh berkembang seiring dengan perubahan jaman. Terhubung dengan itu janganlah terlalu tergesa-gesa memberikan kristalisasi, memberikan bentuk kepada pikiran-pikiran yang masih berubah. Jadi kita harus menjaga agar sistem dalam UUD itu jangan ketinggalan jaman.
Menurut Padmo Wahyono, seluruh kegiatan negara dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu :

1) Penyelenggaraan kehidupan negara.

2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka sifat-sifat UUD 1945 adalah sbb :

1) Oleh karena sifatnya yang tertulis maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum positif yang mengikat bagi setiap warga negara.

2) Sebagaimana tersebut dalam penjelasan UUD 1945, bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman, serta memuat hak-hak assasi manusia.

3) Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.

4) UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, di samping itu sebagai alat control terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarkhi tertib hukum Indonesia.

C. Hukum Dasar Yang Tidak Tertulis (Konvensi)

Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun sifatnya tidak tertulis. Konvensi ini mempunyai sifat-sifat sbb :
1) merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.

2) Tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar.

3) Diterima oleh seluruh rakyat.

4) Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam UUD.

Contoh-contoh Konvensional antara lain sbb :

1)  Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Menurut pasal 37 ayat 1 dan 4 UUD 1945, segala keputusan MPR diambil berdasarkan suara terbanyak akan tetapi sistem ini dirasa kurang jiwa kekeluaragaan sebagai kepribadian bangsa karena itu dalam praktek-praktek penyelenggaraan negara selama ini selalu diusahakan untuk mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan ternyata hamper selalu berhasil.

1) Praktek-praktek penyelenggaraan negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis antara lain :

a. Pidato kenegaraan presiden RI setiap tanggal 16 Agustus di dalam sidang DPR.

b. Pidato presiden yang diucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang RAPBN pada minggu pertama bulan januari setiap tahunnya.

Ketiga hal tersebut dalam batinnya secara tidak langsung adalah merupakan realisasi dari UUD. Namun perlu digarisbawahi bilamana konvensi ingin dijadikan rumusan yang bersifat tertulis maka hukum dasar melainkan tertuang dalam Tap MPR.

D. Konstitusi 

Di samping pengertian UUD, dipergunakan juga istilah lain yaitu konstitusi istilah ini berasal dari bahasa Inggris “Constitution” atau dari bahasa Belanda “Contitutie” terjemahan dari istilah tersebut adalah UUD, dan hal ini memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dengan percakapan sehari-hari memakai kata “Grondwet” (Grond = dasar, Wet = undang-undang) yang kedua-duanya menunjukkan naskah tertulis.

Namun pengertian Konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai arti : 

1) Lebih luas dari pada UUD, atau

2) Sama dengan pengertian UUD.

Kata kontitusi dapat mempunyai arti lebih luas dari pada pengertian UUD, karena pengertian UUD hanya meliputi Konstitusi tertulis saja, dan selain itu masih terdapat konstitusi tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam UUD.

Dalam praktek ketatanegaraan negara RI pengertian Konstitusi adalah sama dengan pengertian UUD. Hal ini terbukti dengan disebutnya Konstitusi RIS bagi UUD RIS (Totopandoyo, 1981:25,26).

BAB XI

POKOK BATANG TUBUH UUD 1945 HASIL 

AMANDEMEN 2002

UUD 1945 hasil amandemen 2002 tetap memuat 37 pasal akan tetapi dibagi menjadi 26 Bab, tiga pasal peralihan dan dua pasal aturan tambahan. Selain jumlah Bab bertambah juga banyak pasal yang dikembangkan. Pasal tersebut antara lain pasal 3 menjadi 3 ayat, pasal 6 dua ayat, ditambah pasal 6A berisi 5 ayat, pasal 7 ditambah pasal 7A, pasal 7B terdiri atas 7 ayat, pasal 7C, pasal 8 menjadi berisi 3 ayat, pasal 9 menjadi berisi 2 ayat, pasal 10 tetap, pasal 11 menjadi 3 ayat, pasal 12 tetap, pasal 13 menjadi berisi 3 ayat, pasal 14 menjadi berisi 2 ayat, pasal 15 tetap, pasal 16 satu ayat, pasal 17 menjadi 4 ayat, pasal 18 menjadi 7 ayat, ditambah pasal 18A terdiri atas 2 ayat, pasal 18B terdiri atas 2 ayat, pasal 19 mejadi 3 ayat, pasal 20 menjadi 5 ayat, ditambah pasal 20A terdiri atas 4 ayat, pasal 21 tetap 2 ayat, pasal 22 tetap 3 ayat, ditambah pasal 22A 1 ayat, 22B 1 ayat, 22C 4 ayat, 22D 4 ayat, 22E 6ayat, pasal 23 menjadi 3 ayat, ditambah pasal 23A 1 ayat, 23B 1 ayat, 23C 1 ayat, 23D 1 ayat, 23E 3 ayat, 23F 2 ayat, 23G 2 ayat, pasal 24 tiga ayat, ditambah pasal 24A 5 ayat, 24B 4 ayat, 24C 6 ayat, pasal 25 satu ayat, pasal 26 tiga ayat, pasal 27 tiga ayat, pasal 28 satu ayat, ditambah pasal 28A 1 ayat, 28B 2 ayat, 28C 2 ayat, 28D 4 ayat, 28E 3 ayat, 28F 1 ayat, 28G 2 ayat, 28H 4 ayat, 28I 5 ayat, 28J 2 ayat, pasal 29 dua ayat, pasal 30 lima ayat, pasal 31 lima ayat, pasal 32 dua ayat, pasal 33 lima ayat, pasal 34 empat ayat, pasal 35 satu ayat, pasal 36 satu ayat, ditambah pasal 36A 1 ayat, 36B 1 ayat, pasal 36C 1 ayat serta pasal-pasal 37 berisi 5 ayat. Dengan demikian isi UUD 1945 hasil amandemen yang masing-masing pasal ada yang dikurangi dan ada yang ditambah.

A. Bentuk dan kedaulatan (Bab I)

Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dari ketentuan pasal ini jelaslah bahwa bentuk negara Indonesia ialah negara kesatuan, dan bentuk pemerintahan indoneisa adalah Republik, dengan presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu jangka waktu tertentu.

Kemudian dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dengan demikian negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat di seluruh negara, dan kekuasaan tertinggi itu dijalankan sepenuhnya oleh rakyat menurut UUD. Dengan demikian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 hasil amandemen 202, tidak dikenal adanya lembaga negara yang memiliki kekuasaan tertinggi.

Berdasarkan ketentuan hasil amandemen 2002 tersebut maka MPR tidak lagi merupakan lembaga tertinggi di negara Indonesia, melainkan setingkat dengan DPR, presiden, BPK, MA maupun Mahakama Konstitusi. Dengan demikian UUD hasil amandemen 2002 itu menganut sistem bicameral (sistem majelis perundang-undangan kembar), sedangkan sistem UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen manganut sistem unicameral (sistem majelis perundang-undangan tunggal) (Yamin, 1957). Sistem ini ditandai pula dengan hilangnya utusan golongan dari keanggotaan MPR. Hal ini dimaksudkan agar benar-benar wakil rakyat di MPR itu sepenuhnya merupakan pemilihan umum (Kompas,12 Agustus 2002).

B.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Bab II)

Dalam pasal 2 UUD 1945 disebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota-angota DPR dan DPD. Keanggotaan MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 ini menunjukkan bahwa seluruh anggota MPR, sepenuhnya merupakan hasil dari pemlihan umum. Adapun menurut UUD 1945 sebelu, diamandemen anggota MPR ditambah dengan utusan golongan dan utusan daerah. Ada pun kewenangan MPR berubah bukan lagi sebagai memiliki kekuasaan tertinggi melainkan terbatas pada tiga hal yaitu ayat 1 MPR mengubah dan menetapkan UUD, ayat 2 MPR melantik presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD, yang menurut istilah hukum tata negara disebut sebagai impeachment.

Dengan demikian maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keanggotaan MPR harus berubah disesuaikan dengan UUD 1945 hasil amandemen 2002. UU tersebut antara lain, UU No. 16/1969 jis UU No. 5/1975, dan UU No.2/1985 tentang susunan keanggotaan MPR, dan dalam masa reformasi ini telah disempurnakan menjadi UU Politik No. 4 tahun 1999. keseluruhan UU tersebut mangatur tentang komposisi keanggotaan MPR, yang antara lain terdiri atas anggota DPR, utusan golongan, dan utusan daerah. Oleh karena itu semua UU yang mengatur komposisi keanggotaan MPR ini semua harus disesuaikan dengan ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 pasal 2.

C.Kekuasaan Pemerintahan Negara (Bab III)

Dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Presiden dalam melaksanakan tugasnya presiden dapat mengajukan rancangan UU kepada DPR, pasal 5 ayat 1 dan 2 presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah dalam menjalankan sebagaimana mestinya.

Menurut sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen 2002, bahwa presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka presiden memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan sistem UUD 1945 sebelum amandemen, karena didukung langsung oleh rakyat. Demikian pula terjadi pergeseran kekuasaan pemerintahan negara dalam arti, kekuasaan presiden ini itdak lagi di bawah MPR melainkan setingkat dengan MPR. Namun demikian hal ini bukan berarti menjadi diktator, sebab jikalau presiden dalam melaksanakan tugasnya melanggar konstitusi maka MPR dapat melakukan impeachment, yaitu memberhentikan presiden dalam masa jabatannya pasal 3ayat 3, dan ditegaskan dalam pasal 7A sebagai berikut ; “Presiden dan/atau wakil presiden dapat dberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usuldari Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah malakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Namun demikian untuk menjaga proses impeachment terhadap presiden itu benar-benar bersifat adil dan obyektif, maka harus diselesaikan melalui Mahkama Konstitusi pasal 7B ayat 4, 5. Jikalau Mahkama Konstitusi telah memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden benar-benar melanggar hukum, maka MPR harus melaksanakan sidang dan keputusan harus didukung oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan didukung oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, pasal 7B ayat 7.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kekuasaan pemerintahan negara tidak akan terjerumus kepada kekuasaan totaliter, sehingga benar-benar akan tercipta suatu kekuasaan negara dengan suatu check and balances.

Dalam menjalankan tugas pemerintahannya, presiden dapat meminta pertimbangan kepada suatu Dewan Pertimbangan. Pada sistem UUD 1945 sebelum amandemen, Dewan Pertimbangan ini disebut sebagai DPA (pasal 16 UUD 1945), yang kedudukannya setingkat dengan presiden dan DPR. Namun pada UUD 1945 hasil amandemen 2002, kedudukan Dewan Pertimbangan ini di bawah presiden karena dibentuk oleh presiden dan ditentukan berdasarkan UU.

D.Kementerian Negara (Bab V UUD 1945)

Dalam pasal 17 UUD 1945 hasil amandemen 2002 ditegaskan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri ayat 1, dan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden ayat 2, menteri-menteri itu  membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan ayat 3.

Berdasarkan pasal ini terlihat jelas bahwa menteri negara adalah pembantu presiden. Mereka tidak bertanggung jawab kepada MPR, melainkan kepada presiden. Oleh karena itu kedudukan menteri-menteri negara tidaklah tergantung kepada DPR. Dalam pengertian ini sistem UUD 1945 menganut sistem cabinet presidential.

Dalam hubungannya dengan pembentukkan, pengubahan dan pembubaran suatu kementerian negara diatur dalam UU ayat  4. ayat 4 ini dalam UUD lama belum diatur, sehingga eksistensi suatu departemen sering menjadi masalah negara tatkala kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid, nampaknya diartikan kekuasaan atas kementerian negara di bawah presiden. Contohnya pembubaran Departemen sosial dan penerangan.

E.Pemerintahan Daerah (BabVI)

Disebutkan dalam pasal 18 UUD 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah. Ayat 1 menjelaskan bahwa negara RI dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan UU.

Pasal ini mengatur tentang pemerintahan daerah dan NKRI. Jadi RI tidak mengenal adanya negara dalam negara, karena memang bukan negara federal (serikat). Pembagian daerah adalah sekedar suatu desentralisasi dengan otonomi yang luas untuk melancarkan jalannya pemerintahan.

Asas Otonomi

Pasal 18 ayat 2 mengatur tentang otonomi pemerintahan daerah. Dijelaskan dalam pasal tersebt bahwa pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya  Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis, ayat 4. Dalam hubungannya dengan pemerintah pusat, pemerintahan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya, terkecuali jikalau dalam hubungan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, ayat 5. dalam mewujudkan otonomi daerah itu, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain, ayat 6. Ada pun susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam suatu UU,ayat 7.

Selain itu hubungan pemerintahan pusat dan daerah propinsi, kabupaten, dan kota atau antar propinsi dengan kabupaten dan kota diatur dengan UU dengan memperhatikan keragaman masing-masing, pasal 18A ayat 1. dengan demikian juga pengaturan pembagian keuangan, pelayanan umum, pemanfaaatan SDA dan sumber daya lainnya antara pusat dan daerah propinsi, kabupaten, dan kota diatur dan dIlaksanakan secara selaras berdasarkan UU pasal 18A, ayat 2.

Pengakuan keistimewaan pemerintahan daerah

Selain asas ekonomi sebagaimana tersebut di atas menurut sistem UUD 1945 hasil amandemen 2002, hubungan pusat dan daerah propinsi, kabupaten dan kota diatur dalam suatu UU dengan memperhatikan keistimewaan daerah masing-masing pasal 18B ayat 1. selain itu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU pasal 18B ayat 2.

Pasal ini sebagai suatu perwujudan kebhinekaan masyarakat dan wilayah negara Indonesia, dengan segala kekayaan etnisnya, budayanya, adapt istiadatnya serta karakter mereka masing-masing sepanjang sesuai dengan prinsip NKRI, sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

F.Dewan Perwakilan Rakyat (Bab VII)

Mengenai DPR diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 22 UUD 1945. susunan DPR ditetapkan dalam UU, dan DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (pasal 19). Mengingat keanggotaan DPR merangkap keanggotaan MPR, maka kedudukan Dewan ini adalah kuat dan oleh karena itu tidak dapat dibubarkan oleh presiden yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara.

DPR memiliki kekuasaan membentuk UU (pasal 20 ayat 1). Hal ini berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen 2002, dimana DPR nampak lebih pasif karena sesuai dengan UUD sebelum amandemen pasal 20 DPR dapat menyetujui rancangan UU yang diusulkan pemerintahan, dan pasal 21 berhak mengajukan rancangan UU di samping itu. Ada pun menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 selain DPR memiliki kekuasaan membentuk UU, DPR ini mempunyai hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan rancangan UU (pasal 21 ayat 1).

Pasal 20 ayat 3 UUD 1945 menetapkan, bahw jikalau rancangan UU yang diajukan  pemerintah tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan ini tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Demikian pula halnya jika rancangan UU yang dikeluarkan pihak DPR tidak disahkan oleh presiden, juga tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu (pasal 21 ayat 2). Jadi nampaknya ada kekuasaan timbal balik, antara DPR dengan presiden. Selain itu pasal 20 ayat 4 presiden mengesahkan rancangan UU yang telah disetujui bersama, untuk menjadi UU. Ada pun jikalau dalam hal ini rancangan UU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam jangka waktu sebulan semenjak rancangan UU itu disetujui, maka rancangan UU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 tersebut secara eksplisit juga mencantumkan hak dan fungsi DPR. DPR mempunyai fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan pasal 20A ayat 1. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal UUD ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat pasal 20A ayat 2. selain hak yang diatur dalam UUD ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, pendapat serta hak imunitas, pasal 20A ayat 3. ada pun ketentuan lebih lanjut tentang DPR diatur dalam UU yaitu dalam UU No. 22 tahun 2003.

Pasal 22 UUD 1945 adalah mengenai noodverordeningsrecht untuk menhadapi keadaan darurat, presiden berhak menetapkan Peraturan pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu). Walaupun demikian hak itu masih ada batasnya, yaitu jika peraturan itu tidak mendapat persetujuan DPR, maka harus dicabut. Ada pun menurut pasal 22B dinyatakan bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dan jabatannya, yang syarat-syaratnya diatur dalam UU.

BAB XII

KONSEP KEKUASAAN
A. Konsep Kekuasaan

Konsep kekuasaan negara menurut demokrasi sabagai terdapat dalam UUD 1945 sebagai berikut :

1. Kekuasaan di tangan rakyat.

a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV

“…Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Republik Indonesia yang berkedaylatan rakyat….”.

b. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945

“ Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kenyataan dan permusyawaratan perwakilan” (pokok pikiran III).

c. UUD 1945 pasal 1 (1)

“ Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Kemudian penjelasan terhadap pasal ini UUD1945 menyebutkan “ Menetapkan bentuk kesatuan dan republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat”.

d. UUD 1945 pasal 1 (2)

“ Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam negara RI pemegang kekuasaan tertinggi atau kebulatan tertinggi adalah di tangan rakyat dan realisasinya diatur dalam UUD negara. Sebelum dilakukan Amandemen kekuasaan tertinggi dilakukan oleh MPR.
2. Pembagian kekuasaan

Sebagaimana dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD oleh karena itu, pembagian kekuasaan menurut demokrasi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut :

a. Kekuasaan eksekutif, didelegasikan kepada presiden (pasal 4 ayat (1) UUD 1945).

b. Kekuasaan legislatif, didelegasikan kepada presiden dan DPR dan DPD (pasal 5) ayat (1), pasal 19 dan pasal 22c UUD1945.

c. Kekuasaan yudikatif, didelegasikan kepada presiden dan DPR dan DPD (pasal 24) ayat (1) UUD 1945.

d. Kekuasaan inspektif atau pengawasan didelegasikan kepada BPK dan DPR. Hal ini termuat dalam UUD 1945 pasal 20 A ayat (1) “…..DPR juga mempunyai fungsi pengawas” artinya DPR melakukan pengawasan terhadap presiden selaku penguasa eksekutif.

e. Dalam UUD 1945 hasil Amandemen tidak adanya kekuasaan konsultif yang dalam UUD lama didelegasikan kepada DPA (pasal 16 UUD 1945). Dengan lain perkataan UUD 1945  hasil amandemen telah mnghapuskan lembaga dewan pertimbangan agung (DPA) karena hal ini berdasarkan kenyataan pelaksanaan kekuasaan negara fungsinya tidak jelas.

3. Pembatasan kekuasaan

Pembatasan kekuasaan menurut UUD 1945 dapat dilihat melalui proses atau mekanisme 5 tahunan dalam UUD 1945 sebagai berikut :

a. pasal 1 (ayat 2) UUD 1945 “ Kedaulatan di tangan rakyat…” Kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat pemilu untuk membentuk MPR dan DPR setiap 5 tahun sekali.

b. “ Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kekuasaan melakukan perubahan terhadap UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta melakukan Impeachment terhadap Presiden jikalau melanggar konstitusi.
c. Pasal 20 ayat (1) memuat “DPR memiliki fungsi pengawasan yang berarti melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden dalam jangka waktu 5 tahun.
d. Rakyat kembali mengadakan pemilu setelah membentuk MPR dan DPR (Rangkaian kegiatan 5 tahunan sebagai realisasi periodesasi kekuasaaan).
Dalam pembatasan kekuasaan menurut konsep mekanisme 5 tahunan kekuasaan sebagaimana tersebut di atas, menurut UUD 1945 mencakup antara lain : periode kekuasaan, pengawasan kekuasaan dan pertanggung-jawaban kekuasaan.

B. Konsep Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan menurut UUD 1945 dirinci sebagai berikut :

1) Penjelesan UUd 1945 tentang pokok pikiran ke-III, yaitu : “…Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam UUD 1945, harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia”.

2) Putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak, misalnya pasal 7B ayat 7.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengandung pokok pikiran bahwa konsep pengambilan keputusan yang dianut dalam hukum tata negara Indonesia adalah berdasarkan :

1) Keputusan didasarkan pada suatu musyawarah sebagai asasnya, artinya segala keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

2) Namun demikian jikalau mufakat itu tidak tercapai, maka dimungkinkan pengambilan keputusan itu melalui suara terbanyak.
C. Konsep Pengawasan

Konsep pengawasan menurut UUD 1945 ditentkan sebagai berikut :

1) Pasal 1 ayat 2, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam penjelasan terhadap pasal 1 ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa, rakat memiliki kekuasaan tertinggi namun dilaksanakan dan didistribusikan berdasarkan UUD. Berbeda dengan UUD lama sebelum dilakukan amandemen, MPR yang memiliki kekuasaan tertinggi sebagai penjelmaan kekuasaan rakyat. Maka menurut UUD hasil amandemen MPR kekuasaannya menjadi terbatas, yaitu meliputi tiga ha, yaitu mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden dan memberhentikan presiden sesuai dengan masa jabatannya atau jikalau melanggar UUD.

2) Pasal 2 ayat 1, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut UUD 1945 hasil amandemen MPR hanya dipilih melalui Pemilu.

3) Penjelasan UUD 1945 tentang kedudukan DPR disebut : “…Kecuali itu anggota-anggota DPR semaunya merangkap menjadi anggota MPR. Oleh karena itu DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden”.

D. Konsep Partisipasi

Konsep partisipasi menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut :

1) pasal 27 ayat 1 UUD 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya d dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung khukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya”.

2) Pasal 28 UUD 1945

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU”.

3) Pasal 30 ayat 1 UUD 1945

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.

Demokrasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 beserta penjelasannya mengandung suatu pengertian bahwa rakyat adalah sebagai unsur sentral, oleh karena itu pembinaan dan pengembangannya harus ditunjang oleh adanya orientasi baik pada nilai-nilai universal, yakni rasionalisasi hukum dan perundang-undangan juga ditunjang norma-norma kemasyarakatan yaitu tuntutan dan kehendak yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

E. Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945 Hasil 
    Amandemen 2002
Sistem pemerintahan negara Indonesia sebelum dilakukan amandemen dijelaskan secara terinci dan sistematik dalam penjelasan UUD 1945. sistem pemerintahan negara Indonesia ini dibagi atas tujuh yang secara sistematis merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat, oleh karena itu sistem pemerintahan negara ini dikenal dengan ”tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara”. Yang dirinci sebagai berikut :
1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat).

2) Sistem Konstitusional.

3) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat.

4) Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR.

5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

6) Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.

7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
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